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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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berpedoman pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
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0543b/U/1987.

1. Konsonan
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ABSTRAK

Nafkah keluarga adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh
seseorang untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi
kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan
sesuatu yang baik dan halal. Berkaitan dengan pendapat Imam Al-Mardawy yang
menyatakan kewajiban orang tua tetap menafkahi anak-anaknya meskipun sudah
dewasa, berakal sehat, mampu bekerja sehat fisik maupun non fisik, dengan
catatan anak tersebut masih membutuhkan nafkah, dalam artian anak tersebut
dalam keadaan fakir (berkeadaan tidak memiliki harta dan belum mempunnyai
pekerjaan).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah 1. Apa pendapat Imam al-Mardawy tentang nafkah orang tua kepada anak
yang sudah dewasa? 2. Bagaimana metode istinbat Imam al-Mardawy tentang
nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library
research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer
dalam penelitian ini adalah kitab Al-Insaf karya Imam al-Mardawy, sedangkan
sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku
yang ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi yang penulis angkat. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik
dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut
penulis analisis dengan metode deskriptif-analitis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Mardawy
berpendapat, bahwa orang tua masih tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya,
baik laki-laki maupun perempuan tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat fisik
dan non fisik, tetapi anak tersebut masih membutuhkan nafkah demi mencukupi
kebutuhan hidupnya. Kewajiban orang tua menafkahi anak-anak tersebut dengan
catatan bahwa anak tersebut berkeadaan fakir (tidak memiliki harta dan belum
mempunnyai pekerjaan, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya).
Dari sisi orang tua pendapat Imam Al-Mardawy tersebut memiliki tanggung
jawab besar, meskipun sudah dewasa dan mampu bekerja, sehingga pendapatnya
akan berlangsung lebih lama, karena la memberikan batasan maksimal menafkahi
anak-anaknya dengan batasan kebutuhan. Dilihat dari sisi anak, pendapat Imam
al-Mardawy lebih menguntungkan si anak tersebut, karena meskipun mereka
sudah dewasa dan mampu, tetapi berkeadaan fakir, mereka tetap mendapatkan
nafkah dari orang tuanya.

Dalam beristinbat Imam al-Mardawy menggunakan al-Qur’an surat al-
Bagarah ayat 233 dan Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh banyak perawi
Hadits diantaranya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Penulis menilai bahwa
istinbat yang digunakan Imam al-Mardawy baik yang berupa ayat al-Qur’an surat
al-Bagarah tersebut sudah sesuai dengan metode istinbat yang digunakan oleh
madzhabnya, yaitu Imam Ibn Hanbal.

Kata Kunci: Nafkah, Orang Tua, Anak, Dewasa.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Al-Qur’an menyebutkan dengan tegas hubungan kekerabatan
menimbulkan kewajiban seorang wali (orang tua) memberikan nafkah kepada
anak-anaknya, sebagaimana tergambarkan dalam al-Qur’an surat al-Bagarah

ayat 233, yaitu:
% N ¢
J)f-“-’ rgj u—@-w A 25050 Jes
Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut”. (Q.S. al-Bagarah: 233).}

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya juga terekam

dalam hadits Nabi Muhmmad saw yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah, yaitu:

(508Gl (aiband s it 2135 Olaide Ul &)l iy 515 120 BT ABSLe e

\

5153) . aopally ilsy liaks L sdd: JLaB plad¥ 5hp 4e BT L), Gsuls

Artinya: “Dari ‘Aisyah, bahwa sesungguhnya Hindun pernah bertanya: Ya
Rasulallah, sesungguhnya Abiu Sufyan itu laki-laki yang sangat
bakhil, ia tidak pernah memberi (belanja) kepadaku yang dapat
mencukupi diriku dan anak-anakku kecuali apa yang kuambil dari
hartanya itu, sedang ia tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi saw
menjawab: Ambillah apa yang sekiranya bisa mencukupi dirimu dan

Y Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha
Putra Semarang, 2002), h. 37.



anak-anakmu dengan cara yang patut”. (HR. Jama’ah kecuali
Tirmidzi).?

Hadits ini menunjukan atas wajibnya seorang ayah memberi nafkah
kepada istrinya dan anak-anaknya, dan istri berhak menerima nafkah secara
syar’l itu boleh mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhannya (tanpa
sepengetahuan suaminya) apabila tidak melampui batas (kebutuhan). Dan
hadits ini juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada
istrinya itu menurut kadar kemampuan suami. Demikian menurut pendapat
Jumhur?

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang telah Allah Swt
berikan, yang senantiasa kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat,
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.* Ibaratnya
seorang anak itu merupakan ladang yang harus dijaga oleh orang tuanya agar
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Kalau orang tua
meninggalkan dan mengabaikannya, tidak memberikan hak-haknya, dan
perhatiannya, maka akan terjadi kehancuran dan kerusakan, karena anak itu
akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tua, masyarakat, serta
lingkungannya.”

Nafkah ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak pengertian. Secara

etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata anfaga-yunfiqu-infagan,

2 Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, Bustdan al-Akhbar Mukhtasyar Nail al-Awtar,

Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, Penj. Mu’ammal Hamidy dkk,
(Surabaya: PT. Bina llmu, Cet. Ke- Ill, 2001), h. 2465-2466.

3 Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, Bustdan al-Akhbar Mukhtasyar Nail al-Awtar,
Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, . . ., h. 2466.

4 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

> Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial, (Jakarta: Qisthi Pres, Cet. Ke-l, t.th), h. 206.



yang diartikan dengan pembelanjaan.® Dalam bahasa Indonesia, nafkah
diartikan dengan pengeluaran.” Pendapat lain mengatakan, bahwa nafkah
berasal dari bentuk kata dasar benda (masdar atau noun) dari kata kerja
“nafaga” yang sering disepadankan pengertiannya dengan kata kerja dzahaba,
kharaja, nafada dan madha.?

Kalimat tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu
sama-sama menunjukan keberpindahan suatu hal ke hal lain. Kata madha yang
berarti berlalu atau lewat dan dhahaba yang berarti pergi, serta kharaja yang
berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat
ke tempat yang lain. Kata nafida yang berarti habis, juga menunjuk
perpindahan dan perubahan suatu dari yang semula ada menjadi tidak ada.
Dengan demikian, secara etimologis, nafaga (dalam bentuk muta’adi anfaga)
berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Selain itu kata
nafagah juga dapat diambil dari kata infak yang berarti pengeluaran,
penghabisan (konsumtif) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-
baik.

Sedangkan nafkah menurut istilah ialah pengeluaran yang digunakan
seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi
kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan
manusia yang berupa kiswah (pakaian), tha’am (makanan), dan maskan

(tempat tinggal). Dengan demikian nafkah sebagai kata dasar bendanya, akan

® Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-
Munawir, 1984), h. 1548.

’ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-Ill, 2002), h. 770.

® Abdurrahman al-Jaziri, Al-Figh Ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Bairut Libanan: Daru al-
Fikr, Juz IV, t.th), h. 260.



berarti sesuatu yang dipindahan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal
yang baik berupa sandang, makanan, tempat tinggal. Sedangkan menurut

Sayyid Sabiq, nafkah ialah:

515 £1535 22055 (Kiuss alabs (e 43 50T 2] £ 555 s 34855 115k 28AU S52all
9 25,7 o1
Ak BiK

Artinya: “Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat
tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang
yang kaya”.

Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Fikh ala

al-Madzahib al-4rba 'ah mendefinisikan nafkah dengan:
2305 B (e WAES e L (8 Bih ek 81 £153) 548 (eGEAT Sllaial G
0L U3 5555 7 ldand < b33 cgla ok (oo U5 4l Lag « (8Ls5 (35485
Artinya: “Nafkah menurut istilah Fugaha yaitu pengeluaran seseorang atas
sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya,
terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala
sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari

seperti harga air, lampu dan lain sebagainya .

Menurut Muhammad Ismail al-Shan’any dalam kitabnya Subul al-

Salam, ia mendefinisikan nafkah dengan:
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9 Sayyid Syabiq, Fikh al-Sunnah, (Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-‘Arabi, Juz I, Cet Ke-
Il, 1977), h. 169.

1% Abdurrahman al-Jaziri, Al-Figh ala al-Mdzahib al-Arba’ah, . . ., h. 485.

" Muhammad bin Ismail al-Shan’any, Subul Al-Salam, (Bairut Libanan: Daru al-Kutdb
al-‘limiah, Juz 1ll, 2003), h. 141.



Artinya: “Nafkah adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan
manusia untuk dirinya atau orang lain yang mencakup makanan,
minuman dan lain sebagainya”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah
bukan hanya untuk kepentingan diri seorang ayah itu sendiri, akan tetapi untuk
kehidupan istri dan anak-anaknya. Dan nafkah itu bukan hanya berupa uang,
pakaian dan tempat tinggal, akan tetapi makanan, minuman dan lain sebaginya
yang juga merupakan nafkah wajib yang diberikan oleh orang tua untuk istri,
anak-anaknya dan lain sebagianya.

Kewajiban orangtua hendaknya mereka memperhatikan anak-anaknya,
mengerahkan  seluruh  kemampuannya untuk menjaga mereka dan
membesarkannya dengan pertumbuhan yang sebaik-baiknya.'? Hal tersebut

senada dengan ungkapan Allah Swt di dalam al-Qur’an suart al-Anfal ayat 27-

28, sebagai berikut:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui ”.

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah
sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang
besar ”.(Q.S. al-Anfal: 27-28)."

2 Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial, ..., h.193.
BAl-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha
Putra Semarang, 2002), h. 180.



Ayat diatas menggambarkan tentang larangan menghianati amanat.
Diantara amanat terbesar yang tidak boleh dihiyanati adalah amanat berupa
anak-anak. Karena disamping mereka sebagai buah hati, belahan jiwa dan
perhiasan kehidupan didunia. Dan kelak di akhirat kedua orang tuanya akan
dimintai pertanggung jawabannya dalam melaksanakan amanatnya.

Pemberian nafkah kepada anak dari seorang ayah itu terdapat dua
syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Anak tersebut berkeadaan fakir, tidak memiliki harta dan pekerjaan yang
dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika sang anak kaya, memiliki harta,
dan memiliki pekerjaan, maka pemberian nafkah kepadanya tidak wajib,
karena kewajiaban menafkahi anak berlaku jika anak tersebut dalam
keadaan fakir. Sedangkan anak yang kaya tidak perlu dinafkahi lagi.

2. Seorang ayah berkeadaan mampu memberikan nafkah, baik dari harta
maupun usahanya. Apabila seorang ayah itu kaya dan ia mempunyai harta
yang melebihi kebutuhannya atau mampu untuk berusaha dan bekerja, maka
dia wajib menafkahi anak-anaknya.**

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya.
Pertama, Imam Abi Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan
sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi
anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah
menikah. Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah

untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah

% Abdul Aziz al-Fauzan, Fikih Sosial, . . ., h. 207.



menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.
Ketiga, Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu
menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun
anak perempuan. Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak
yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak
tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.*

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum
baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.*® Jika logikanya dibalik,
maka nafkah akan menjadi gugur apabila anak memasuki usia baligh. Disisi
lain, kewajiban nafkah anak dilandasi nilai, bahwa anak merupakan bagian dari
ayahnya dalam artian anak ada karena adanya orang tua, maka ayahnya itu
wajib memelihara dan melindunginya sebagaimana ia memelihara dan
melindungi dirinya sendiri.*’

Jika kebanyakan Ulama menjadikan baligh sebagai batasan menafkahi
anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan
kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak.
Begitu pula para fugaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhaily yang
menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau

memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu

B Syaikh Muhammad, Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung:
Hashim, 2015), h. 139.

® Amir Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan
Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No | Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta: Fajar
Interpratama, Cet. Ke-lll, 2006), h. 293.

7 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Figh ‘Al-Islam wa Adillatuhu, (Bairut: Daru al-Fikr, Juz VII, Cet.
Ke-6, 1997), h. 824.



sehingga tidak dapat bekerja.® Satria Effendi juga menyebutkan, bahwa
kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya sangat
berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan
ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberi nafkah kepada anak yang sedang
membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Akan tetapi
anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin, apalagi jika terdesak
kebutuhan nafkahnya, maka wajib bagi ayahnya yang mampu dan
berkecukupan untuk menafkahi anak-anaknya.®

Senada dengan di atas, Imam Al-Mardawy (Hanabilah) berpendapat
bahwa seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya,
baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, akan tetapi mereka tidak
memiliki harta dan pekerjaan, sehingga mereka belum mampu untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana Imam Al-Mardawy menuturkan

pendapatnya dalam kitab Al-Inshaf. Berikut ulasan lengkapnya:
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Artinya: “Wajib atas seseorang menafkahi kedua orang tuanya, anak-anaknya,
istrinya, dan hamba sahanya dengan cara yang baik, apabila
mereka (dalam kondisi) miskin, dan wajib seseorang menafkahi
mereka dari harta yang ia miliki. Begitu juga, wajib menafkahi

'® Wahbah Al-zuhaily, Al-Figh ‘Al-Islam wa Adillatuhu,. . ., h. 7413.

9 satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Prenada
Media, 2004), h. 159.

2% “Alauddin Aba al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawy al-Hanbaly, Al-Inshaf, (t.t, Daru
Ilhya’ al-Turats al-‘Araby, Cet. Ke-l, Juz IX, 1955), h. 392.



seluruh ayahnya (dan garis keturunan) ke atas, dan keturunannya
(anak-anaknya dan seterusnya) ke bawah .

Pendapat Imam Al-Mardawy tersebut menyebutkan bahwa orang tua itu
masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-
anaknya tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja,
akan tetapi anak tersebut berkeadaan miskin. Sehingga dalam hal ini, pendapat
yang dikemukakan oleh Imam Al-Mardawy bahwa kondisi seorang anak yang
sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan anak tersebut dalam
keadaan miskin maka orang tua masih berkewajiban untuk tetap memberikan
nafkah kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Imam Al-
Mardawy menjadikan miskin sebagai syarat, bahwa orang tua itu masih
mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun
anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa,
berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan miskin) bukankah menjadi
halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Perbedaan pendapat Imam Al-Mardawy dengan ulama lain dalam
menentukan nafkah anak yang belum baligh dan yang sudah baligh atau yang
sudah dewasa, menjadi perhatian penulis untuk membahasnya lebih lanjut. Apa
yang melatar belakangi Imam Al-Mardawy berpendapat demikian.

Mengacu pada hal-hal di atas, dapat ditegaskan bahwa Imam Al-
Mardawy berpendapat beda dengan ulama lain, maka dapat penulis ambil
sebagai bahan penelitian untuk dijadikan kajian penulisan skripsi dengan judul
“Analisis Pendapat Imam Al-Mardawy Tentang Nafkah Orang Tua

terhadap Anak yang Sudah Dewasa)”.
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B. Perumusan Masalah

Untuk membuat pertanyaan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan
titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terarah.
Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa
yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada
beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa pendapat Imam Al-Mardawy tentang nafkah orang tua terhadap anak

yang sudah dewasa?

2. Bagaimana analisis metode istinbat Imam Al-Mardawy tentang nafkah

orang tua terhadap anak yang sudah dewasa?

C. Tujuaan dan Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan proposal skripsi ini
adalah:
1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Mardawy tentang nafkah orang tua
terhadap anak yang sudah dewasa.
2. Untuk mengetahui metode istinbat Imam Al-Mardawy tentang nafkah orang
tua terhadap anak yang sudah dewasa.
Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Penelitian ini dimaksudkan partisipasi penulis dalam kajian hukum Islam

untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.
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2. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis
khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang

kewajiban orangtua kepada anak yang sudah dewasa.

. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan, pembacaan yang penulis dapatkan, ada beberapa
penelitian yang materi dalam pembahasannya hampir sama dengan penelitian
ini. Namun fokus penelitiannya belum mengkaji secara spesifik, mengenai
beberapa penelitian yang di maksud diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ardani Mahendra, Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap
Kesejahteraan Anak-anak ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Pada Tuna Wisma di Kota Bengkulu) . Hasil
dari penelitiannya adalah: didalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 4
Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dikatakan bahwa, kesejahteraan anak
adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin
pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani,
maupun sosial. Dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945
menyatakan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Kedua, skripsi yang disusun oleh Suryanto, Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan

! Ardani Mahendra, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-anak
Ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Pada Tuna
Wisma di Kota Bengkulu), skripsi Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, 2004.
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Hukum Islam Terhadap Nafagah Al-Ma isyah Anak yang Sudah Menikah .
Penulis berkesimpulan: Pada hakekatnya nafkah itu memang wajib terhadap
keluarga. Khusus masalah nafkah terhadap anak yang sudah menikah yang
belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri itu merupakan sebuah
hak bagi orang tua untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang sudah
menikah itu, akan tetapi anak tersebut belum mampu secara ekonomi.?

Ketiga, Jurnal IImiah Islam Futura Marwan Mahasiswa program paska
sarjana IAIN Al-Raniry Banda Aceh Tahun 2014 yang berjudul “Batas Usia
Nafkah Anak Berdasarkan Magqasid Al-Syari’ah”. Di dalam jurnal limiah ini
dijelaskan bahwa “berdiri sendiri” dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam memiliki dua eksplikasi: Pertama, memiliki
keahlian sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan
hidup; Kedua, memperoleh pendidikan yang membuatnya mencapai fitrah
manusia. Kedua makna ini menjadi dasar untuk menetapkan batas usia secara
konkrit berdasarkan realitas sosial yang ada sekarang ini.?

Berdasarkan kajian pustaka di atas, nampak bahwa kajian-kajian
terdahulu  belum ada yang mendeskripsikan pendapat Imam al-Mardawi
tentang nafkah anak laki-laki yang sudah dewasa. Pada kajian pustaka di atas,
penelitian yang pertama menjeaskan nafkah anak yang apabila ayahnya tidak
mampu dalam memberikan nafkah, maka ibunya juga ikut memberikan nafkah.

Penelitian kedua berbicara tentang tanggung jawab orang tua terhadap

%2 Suyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafagah Al-Ma isyah Anak yang Sudah
Menikah, skripsi Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2008.

2 Marwan, Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Magqasid Al-Syari’ah, Jurnal Iimiah
Islam Futura IAIN Al-Raniry Banda Aceh, 2014.
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kesejahteraan anak-anaknya. Penelitian ketiga mengkaji mengenai orang tua
yang masih mempunyai hak untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang
sudah menikah, akan tetapi belum mampu. Penelitian keempat yang menjadi
fokus penelitiannya pada batas usia anak yang mendapatkan nafkah. Maka
penelitian yang akan penulis teliti ini belum dibahas pada penelitian-penelitian
terdahulu. Penelitian yang akan penulis Kkaji ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pendapat Imam Al-Mardawy tentang nafkah orang tua
terhadap anak yang sudah dewasa dan relevansinya bagi kehidupan masyarakat

sekarang.

. Metode Penelitian
Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan
sekedar mengamati dengan meneteliti terhadap suatu objek yang mudah
terpegang di tangan. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan
tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang
berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil
kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.?* Metode penelitian
dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:®
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

jenis penelitian library research yaitu penelitian yang mengandalkan data

2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 27.

> Hadari Nawawi, Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajahmada
University Perss, 1991), h. 24.
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dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan
penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan
skripsi ini meliputi beberapa teori, Kkitab-kitab para ahli, dan karangan
ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis
penekananya lebih menggunakan kajian teks.”®
2. Sumber Data
Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data penelitian adalah subyek
dari mana data dapat diperoleh.?” Ada dua macam data yang dipergunakan,
yakni data primer dan data sekunder.
a) Sumber primer
Sumber primer vyaitu: sumber utama yang akan di jadikan
pedoman atau rujukan dalam pembuatan skripsi ini.?® Dalam hal ini
sumber primer utamanya adalah kitab al-/nshaf karya Imam Al-
Mardawy.
b) Sumber sekunder
Sumber sekunder yaitu: sumber yang menjadi pendukung bagi
sumber primer atau sumber kedua yang akan menjadi rujukan dalam
pembuatan skripsi ini.”® Dengan demikian sumber sekunder merupakan
sumber pendukung yang berupa Kitab-kitab, buku-buku, majalah,

maupun literatu-literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.

26 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), h. 9.
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th), h. 120.
%% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.
146.
% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, . . ., h. 155.
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3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah Dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan
mempelajari  dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang
undangan.®® Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau
dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan Imam Al-
Mardawy yang tertuang dalam kitabnya, yaitu Al-Inshaf tentang kewajiban
orang tua menafkahi anak-anaknya yang sudah dewasa.

4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik
pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan
metode deskriptif analisis. Metode deskritif adalah analisis yang
menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.
Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti organisasi
keagamaan, maupun dalam penelitian literar seperti pemikiran tokoh hukum
Islam, atau sebuah pendapat hukum.®* Setelah data-data yang sudah
terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif
analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat
Imam Al-Mardawy tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah
dewasa. Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan

pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisanya secara mendalam

0 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, . . ., h. 202.
*Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo
Semarang), h. 13.
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sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam

skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya
serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis
sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan
petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap
bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara
global namun sangat berkaitan (integral komprehensif), dengan memuat: latar
belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang nafkah, yang meliputi:
Pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab memperoleh nafkah,
syarat dan rukun memperoleh nafkah, dan gugurnya kewajiban orangtua
memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Bab ketiga, berisi tentang pendapat Imam Al-Mardawy tentang nafkah
orang tua kepada anak yang sudah dewasa, yang meliputi: biografi Imam al-
Mardawy, karya-karyanya, dan pemikirannya, pendapat dan metode istinbat
Imam Al-Mardawy tentang nafkah orang tua terhadap anak yang sudah

dewasa.
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Bab keempat, berisi analisis pendapat metode istinbat Imam Al-
Mardawy, yang meliputi: analisis pendapat dan metode istinbat Imam Al-
Mardawy tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran,

dan kata penutup.



BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak pengertian. Secara
etimologis, nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata anfaga-yunfiqu-infagan,
yang diartikan dengan pembelanjaan.' Dalam bahasa Indonesia, nafkah
diartikan dengan pengeluaran.? Pendapat lain mengatakan, bahwa nafkah
berasal dari bentuk kata dasar benda (masdar atau noun) dari kata kerja
“nafaqa” yang sering disepadankan pengertiannya dengan kata kerja dzahaba,
kharaja, nafada dan madha.?

Kalimat tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu
sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata
madha yang berarti berlalu atau lewat dan dhahaba yang berarti pergi, serta
kharaja yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari
satu tempat ke tempat yang lain. Kata nafida yang berarti habis, juga menunjuk
perpindahan dan perubahan suatu dari yang semula ada menjadi tidak ada.
Dengan demikian, secara etimologis, nafaga (dalam bentuk muta’adi anfaga)
berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Selain itu kata

nafagah juga dapat diambil dari kata infak yang berarti pengeluaran,

! Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-
Munawir, 1984), h. 1548.

? Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-lll, 2002), h. 770.

* Abdurrahman al-Jaziri, Al-Figh Ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Bairut Libanan: Daru al-
Fikr, Juz IV, t.th), h. 260.
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penghabisan (konsumtif) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-
baik.

Sedangkan nafkah menurut istilah ialah pengeluaran yang digunakan
seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi
kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan
manusia yang berupa kiswah (pakaian), tha’am (makanan), dan maskan
(tempat tinggal). Dengan demikian nafkah sebagai kata dasar bendanya, akan
berarti sesuatu yang dipindahan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal
baik berupa sandang, makanan, tempat tinggal. Sedangkan menurut Sayyid

Sabiqg, nafkah ialah:
15 £1535 255 (Kua plabs e FER T PW ]} 755 s 555 :Uh 4821l 33daidl A
4 35E L€

Artinya: “Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat
tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang
yang kaya”.

Sedangkan nafkah menurut Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana

terdapat dalam kitab Al-Fikh ala al-Madzahib al-4rba’ah, ialah:
2305 B (e WiAET e Zand Ba Bh e kB £155) 34 (cgEAT Sllaial G
% S 9535 Lidasd (35 e oyal e SIS A0 a5 ¢ (Sd) 8385

Artinya: “Nafkah menurut istilah Fugaha yaitu pengeluaran seseorang atas
sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya,
terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala

4 Sayyid Syabiq, Fikh al-Sunnah, (Bairut Libanan: Daru al-Kuttb al-‘Arabi, Juz I, Cet Ke-
ll, 1977), h. 169.

> Abdurrahman al-Jaziri, Al-Figh ala al-Mdzahib al-Arba’ah, (Bairut Libanan: Daru al-
Kutdb al-limiah, Cet. Ke-Il, Juz IV, 2003), h. 485.
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sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari
seperti harga air, lampu dan lain sebagainya .

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah
adalah semua pengeluaran seseorang atas orang yang menjadi tanggung

jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukannya.

B. Dasar Hukum Nafkah
Mengenai dasar hukum nafkah yang dimaksud ialah dalil atau hujjah
yang menunjukan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada
orang yang menjadi tanggungannya. Dasar hukum yang dipakai dalam masalah
nafkah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadis,
diantaranya:
1. Al-Qur’an al-Karim.

a. Q.S al-Bagarah ayat 233:
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada
dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan
oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Bagarah: 233).°

b. Q.S al-Talak ayat 6:

8~ -~
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan

® Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha
Putra Semarang, 2002), h. 37.
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jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S al-Talak: 6).”

Ayat di atas, yang dimaksud (ele ) s&uail menurut Mugatil bin

Hayyan adalah dengan menahan harta mereka dan mengeluarkannya dari
rumah.® Sedangkan mengenai wanita dalam keadaan ditalak, apakah
berhak mendapatkan nafkah, sukna (tempat tinggal) atau keduanya, akan
penulis bahas dalam bab I, khususnya yang berkaitan dengan nafkah
suami terhadap istri yang tertalak ba ’in.

. Q.S al-Talak ayat 7:

P
o8 28 8%

. /’/C// -« > _ gg~ [ -
B 5T A e T e BTSN

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah
kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.
(Q.S al-Talak: 7).°

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkah yang di berikan kepada

istrinya (termasuk didalamnya anak-anaknya, karena anak ada karena

7 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, . . ., h. 559.
®lbn Kasyir, Tafsir Ibn Kasyir, . . ., h. 153.
° Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, . . ., h. 559.
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adanya orangtua, maka orangtua berkewajiban menafkahi anak-anaknya)
adalah disesuaikan kepada kemampuan yang dimiliki suaminya.'
Seorang istri tidak boleh menuntut pemberian nafkah di luar kemampuan
suami atau bahkan yang menyimpang.

2. Al-Hadis

a) Hadis riawayat Imam Bukhari

Wl 2k Eied g5 ool o) e e Aghd WS wuw?gg;siu&j;

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abi lyas dari
Syu’bah dari Adiyin bin Tsabit, ia berkata: aku telah
mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Ibn Mas 'ud al-
Anshari, saya berkata: Dari Rasulullah saw, beiau bersabda:
Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada
keluarganya, semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia
mendapat shadagah ”. (H.R. al-Bukhari).

b) Hadis riwayat dari ‘Aisyah
il ol J3iy e Gladle o Bal Atk o Ba 155 EIE AAsLe (e
Lo 28001 Gy (adadd ¥ i s 2135 Glade Ul &) ol s e g il

2k (e B3 3T 158 dele Jhy s (e 33T ) (05 0855 (408G

1 Muhammad Thalib, Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak, (Bandung: Irsyat Baitu Salam,
2003), h. 25.

" AbG Abdullah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Bairut Libanon: Daru al-Fikr, Juz I, 1410
H/1990 M), h. 305.
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Artinya: “Telah menceritakan kepadaku ‘A/i bin Hujr al-Sya’dy, telah
menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin
‘Urwah dari ayahnya dari ‘disyah beliau berkata: Hindun
putri ‘Utbah istri Abii Sufyan masuk menghadap Rasulallah
saw seraya berkata: Ya Rasulallah sesungguhnya Abi Sufyan
adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan
saya nafkah yang cukup kepada saya dan anak-anakku kecuali
apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa
sepengetahuanya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku
itu? Lalu Rasul saw bersabda: Ambilah olehmu sebagian dari
hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan
anak-anakmu”. (H.R Imam Muslim).

Seandainya memberi nafkah kepada anak bukan kewajiban
seorang ayah, niscaya Nabi saw tidak akan membolehkan Hindun
mengambil uang suaminya, karena harta seorang muslim dilindungi oleh
syariat. Syarat kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada
anaknya adalah kondisi keuangannya dalam keadaan baik (tidak dalam
kesulitan ekonomi), atau dia mampu memperoleh nafkah yang lebih dari
kebutuhan dirinya sendiri.

Kewajiban memberi nafkah ini tidak gugur kecuali jika sang ayah
sudah tidak mampu lagi menunaikannya, sehingga kebutuhannya sendiri
ditanggung oleh orang lain, baik oleh orang tuanya atau oleh anak-
anaknya (keturunannya). Dalam keadaan ini, kewajiban tersebut menjadi
gugur dan dirinya dianggap seperti tidak ada. Karena tidak sepatutnya

membebankan kewajiban kepadanya untuk memberi nafkah kepada

2 Jmam Syarafuddin al-Nawawi, Shahih Muslim, (Bairut: Daru al-Ma’rifah li al-Taba’ah
wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, Juz XII, 1999), h. 234.
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orang lain sedangkan kebutuhannya sendiri ditanggung oleh orang lain.
Dan hadis tersebut juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah
suami kepada istrinya menurut kadar kemampuan suaminya. Demikian
menurut pendapat Jumhur.™

¢) Hadis riwayat dari Jabir
Jwymyﬁw»amwww@m&mw@wbw
(“—LW-L“‘&) dj‘)-’-LL’ u@J)ﬁS-‘-L‘— 3;\..“:.&.1\)5:@

Artinya: “Dari Jabir r.a dari Nabi saw dalam hadis tentang haji
selengkapnya, beliau bersabda dalam peringatannya tentang
wanita, mereka berhak mendapatkan dari kamu sekalian,

makanannya, dan pakaiannya dengan cara yang baik”. (H.R
Imam Muslim).

C. Sebab, Syarat dan Rukun Meperoleh Nafkah

Menurut para Ulama, ada tiga hal yang dikategorikan sebagai sebab

timbulnya kewajiban nafkah pada diri seseorang mukallaf terhadap seseorang,
yaitu:*®

1) Qarabah (hubungan kekerabatan), yaitu karena adanya hubungan

kekerabatan. Ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Malikiyyah

berpendapat bahwa garabah yang wajib dinafkahi ialah hubungan orang tua

dan anak. Syafi’iyyah berpendapat bahwa hubungan kekerabatan tersebut

adalah hubungan orang tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (ushul

3 Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, Bustdan al-Akhbar Mukhtasyar Nail al-Awtar,

Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, Penj. Mu’ammal Hamidy dkk,
(Surabaya: PT. Bina llmu, Cet. Ke- Ill, 2001), h. 2466.

% Muhammad bin Ismail bin Shalah bin Muhammad al-Hasaniy, al-Shan’aniy, Subul al-
Salam, (t.t: Daru al-Hadis, Juz II, t.th), h. 322.

> Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus: Darul Fikr, Cet. Ke-10,
Juz 10, 2007), h. 7349-7351.
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dan furu’). Sementara, Hanafiyyah menganggap garabah dalam konteks
mahramiyyah, tidak terbatas hanya pada ushul dan furu’ saja, akan tetapi
meliputi kerabat dalam garis menyamping (hawasy) dan dzawil arham.
Sedangkan Hanabilah berpendapat, bahwa garabah dalam konteks
hubungan waris faraidh dan asabah, yaitu terdiri dari ushul, furu’, hawasy,
dan dzawil arham yang berada dalam jalur nasab.

2) Zaujizah (hubungan pernikahan), vyaitu ikatan pernikahan yang sah.
Konsekwensi lain dari ikatan pernikahan ini adalah adanya nafkah bagi istri
dan anak-anaknya.

3) Milk (hubungan kepemilikan), yaitu sebab adanya kepemilikan atas sesuatu
(dalam hal ini pemilik budak). Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat
dipahami dalam kontek luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan
berorientasi tanggungan atau ihtibas) seseorang terhadap sesuatu yang
hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuh-tumbuhan dan
lain sebagainya.

Ketetapan di atas dipertegas oleh Imam Taqiyuddin dalam kitabnya
Kifayah Al-Akhyar, bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena adanya
hubungan kerabat, hubungan milk dan hubungan pernikahan.®

Hubungan kerabat atau keluarga dekat juga merupakan sebab yang
mewajibkan adanya nafkah. Maka, kewajiban bagi masing-masing keluarga
atas yang lain karena satu sama lain merupakan bagian dan atas dasar kasih

sayang. Oleh karena itu, nafkah kepada kerabat juga wajib hukumnya, karena

'® \mam Tagiyuddin, Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayah Al-Ihtisdr, (Damaskus: Daru Al-
Basyair, Cet. Ke-IX, 2001), h. 521.
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adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya (ayah dan seterusnya ke atas
menafkahi anak-anaknya, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah). Dengan
demikian, maka wajib atas anak memberi nafkah kepada orang tua dan
seterusnya ke atas, dan wajib atas orang tua menafkahi anak-anaknya dan
seterusnya ke bawah, karena sebab adanya hubungan ayah dan anak, baik laki-
laki maupun perempuan, begitu juga antara ahli waris.*’

Jika diperhatikan dari beberapa sebab di atas, maka sebab keturunan
dan hubungan kerabat merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah bagi
anak. Oleh karena itu, maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang
anak berhak menerima nafkah dari orang tuanya jika ia dalam keadaan tidak
mampu dan tidak mempunayi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Nafkah anak diwajibkan kepada ayahnya (dan termasuk didalamnya
ayahnya ayah dan seterusnya ke atas). Jika ayah tidak ada, maka ayahnya ayah
(kakek) yang menggantikannya, dan begitulah seterusnya ke atas. Mengenai
syarat pemberian nafkah kepada anak kerabat (furu’) atas ayah (ushul) secara
umum ialah sebagai berikut:

1) Adanya orang yang berhak menerima nafkah Ayah.
Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut.
Dengan demikian, tidak wajib memberi nafkah pada orang yang tidak
membutuhkannya. Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan
untuk berusaha dan tidak mempunyai harta untuk kebutuhan nafkahnya

sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Hanafiyyah dan

Y \mam Taqiyuddin, Kifdyah Al-Akhyar, . . ., h.521.
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Syafi’iyyah berpendapat: ketidak mampuan bekerja tidak merupakan syarat
bagi kewajiban memberi nafkah kepada para ayah dan kakek.
2) Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah.

Menurut kesepakatan selurun madzhab kecuali Hanafiyyah,
persyaratan orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang
berkecukupan dan mampu. Akan tetapi Hanafiyyah mengatakan bahwa
persyaratan orang yang memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku
bagi kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok.

3) Disyaratkan harus seagama.

Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim
maka menurut Hanbalilah tidak ada kewajiban memberi nafkah. Sedangkan
menurut Malikiyyah dan Syafi’iyyah tidak disyaratkan harus seagama.
Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan
muslim, sebagaimana halnya dengan nafkah untuk istri yang beragama ahli
kitab, sedangkan suaminya seorang muslim. Akan tetapi Hanafiyyah
berpendapat kaitannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus
seagama, sedangkan bila bukan ayah dan anak diharuskan seagama. Dengan
demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang
bukan muslim dan sebaliknya.®

4) (ushul) memilki harta yang lebih di luar makanannya sendiri dan makanan

istrinya selama sehari semalam.

® Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Figh ‘Ala al-Madzahib al-Khamsah, (Bairut:

Muassasah al-Shadiq, Cet. Ke-V, 1960). 401-402.
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5) Anak (furu’) dalam keadaan miskin (tidak mampu bekerja), dan di samping
miskin juga disyaratkan harus tergolong kepada salah satu, yaitu:
a. Masih kecil
b. Berkeadaan lemah
c. Dan berkeadaan gila.*

Seorang anak yang masih kecil, akan tetapi sakit-sakitan dan gila,
secara fisik dan mental mereka tidak memiliki kemapuan untuk mencari nafkah
sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, maka mereka
wajib ditanggung segala kebutuhan hidupnya oleh keluarganya (dalam hal ini
ialah ayah dan seterusnya ke atas, manakala ayah tidak ada maka kakek dan
seterusnya ke atas yang mengantikannya), agar kebutuhan hidup anak tersebut
dapat terpenuhi.

Kewajiban seorang ayah memberi nafkah merupakan salah satu
perintah agama. Mengenai rukun nafkah ada tiga, yaitu sebagaimna berikut ini:
1. Adanya seorang yang mengeluarkan nafkah atau pemberi nafkah yang biasa

disebut munfig.
2. Adanya seorang yang menerima nafkah atau munfagq.

3. Adanya barang atau sesuatu yang dijadikan nafkah atau munfagq fiih.

. Ruang Lingkup Seseorang yang Mendapatkan Nafkah
Urutan orang-orang yang berhak dan berkewajiban diberi nafkah,

sebagaimana syarat-syarat di atas, maka yang paling utama diberi nafkah ialah

' www. Darulhasani.com. Diakses 07 — 04 - 2017 pukul 08.17 wib.
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kerabat yang tidak mempunyai harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya
dan ia belum memperoleh usaha dan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuai
untuk kebutuhannya. Tentu saja kerabat yang paling dekat lebih utama diberi
nafkah dari kerabat yang agak jauh. Persoalan timbul jika derajat hubungan
kerabat yang memerlukan nafkah itu adalah sama. Kemungkinan itu ialah:
1) Jika seorang memiliki ayah, ibu dan anak
Dalam hal ini didahulukan anak, karena anak adalah milik ayahnya,
berdasarkan hadits:
20,31, Sy &1 wlieg aide < o bl U35 JUB

Artinya: “Rasulallah saw bersabda: Engkau dan ayah engkau adalah milik
ayah engkau .

Jika seorang harus menafkahi ayah dan ibu (karena menafkahi
keduanya tidak sanggup), maka ia wajib mendahulukan ibunya, berdasarkan

hadits:
il 1 il Uy 1508 Bl 505 die &) oy (o) e G525
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Artinaya: “Dari Tarig al-Muharibi r.a berkata: Ketika kami datang ke
Madinah, Rasulullah saw berdiri di atas Mimbar berkhutbah
dihadapan orang-orang. Beliau bersabda, mulailah dari orang
yang menjadi tanggunganmu; ibumu dan ayahmu, saudaramu
perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan

® Abd Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibany, Al-War’u, (Arab
Saudi: Daru Al-SamT’iy, Cet. Ke-l, Juz I, 1997), h. 117.
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yang lebih dekat denganmu”. (H.R Al-Nasa’i. Hadits ini sahih
menurut Ibn Hiban dan Al-Daraqutni).”*

Dari hadits di atas bisa dipahami bahwa jika dua orang kerabat sama
tingkat dan kewarisannya, maka kerabat wanita didahulukan dari kerabat
laki-laki, dan kakek serta nenek termasuk ushul, maka urutannya setelah
orang tua.

2) Setelah kerabat furu’ dan ushul barulah kerabat hawasy

Hawasy yaitu kerabat yang dalam hubungan garis ke samping, sesuai
dengan hadits di atas maka didahulukan saudara perempuan, kemudian
saudara laki-alaki, kemudian bibi, kemudian paman dan seterusnya.?

Kewajiban memberi nafkah kepada kerabat adalah dalam jumlah
yang bisa menutupi kebutuhan pokok, meliputi gandum (nasi), lauk pauk,
pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka
mempertahankan hidup dan menghindari bencana. Maka besar nafkah

diukur dengan hal itu.?®

E. Batasan Orangtua Menafkahi Anak-anaknya
Salah satu kewajiban seorang ayah ialah memberikan nafkah terhadap
anak-anaknya, akan tetapi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya

tersebut menjadi gugur, apabila:

*'Muhammad bin Ismail Al-Amiri, al-Shan’any, Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-
Maram, Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulighul Maram, (Jakarta: Daruss
Sunnah Press, Cet. Ke-l, Juz Ill, 2008), h. 171

> Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Figh ‘Ala al-Madzahib al-Khamsah, . . ., h. 405.

> Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Figh ‘Ala al-Madzahib al-Khamsah, . . ., h. 403.
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a) Menurut ulama Hanafiyyah dan Syafi’iiyah, orang tua tidak boleh dipaksa
memberi nafkah kepada anak yang sudah baligh®* dan mampu bekerja,
kecuali anak tersebut mengalami cacat fisisk atau mental yang dapat
menghalanginya bekerja seperti buta dan lumpuh. Demikian manakala anak
tersebut tidak memiliki harta, sedangkan jika memiliki harta maka
nafkahnya diambil dari hartanya. Jadi Hanafiyyah dan Syafi’iyyah, nafkah
orangtua gugur apabila anak tersebut sudah baligh dan mampu untuk
bekerja dan dalam keadaan tidak cacat fisik atau mental yang dapat
menghalangi mereka (anak-anaknya) untuk bekerja.?

b) Menurut ulama Hanabilah, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad Ibn
Hanbal. Ibn Qudamah mendukung salah satu pendapat Imamnya, bahwa
anak yang sudah baligh dan mampu bekerja namun tidak memiliki
pekerjaan, maka orangtua wajib menafkahinya. Pendapat ini didasarkan atas
hadits Nabi saw yang memberikan izin kepada Hindun, istri Abi Sufyan,
untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa seizin suaminya untuk

memenuhi kebutuhan diri dan anaknya, berikut hadisnya:

** Menurut Madzhab Hanbali dan Syafi’i bahwa seorang laki-laki bisa dikatakan baligh
apabila sudah ihtilam (mimpi basah) dan sudah mencapai usia 15 Tahun, sedangkan bagi
perempuan kedewasaan ditandai dengan datangnya haid (menstruasi). Sedangkan menurut
Madzhab Maliki, di katakan baligh dan memiliki ahliyah bila ia sudah berumur 17 Tahun.
Sementara itu Madzhab Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki berumur 18 Tahun
dan anak perempuan 17 Tahun. Lihat dalam: Muhammad Jawad Al-Mughniyyah, Al-Figh Ala
al-Mdzahib Al-Khamsah, terj. Masykur AB, dkk, (Jakarta: Lentera Baristama, 2000), h. 331.
Dikutip oleh: Abdul Gani Isa, Menelususri Paradigma Fikih Kontemporer (Studi Beberapa
Masalah Hukum Islam), (Banda Aceh: Al-Raniry Press, Cet. Ke-I, 2009), h. 35.

» Dikutip dari: Marwan, Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Magqasid Al-Syari’ah,
Jurnal IAIN Al-Raniri Volume 13, No 02, Februari 2013, h. 110. Jurnal dipublikasikan.
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Artinya: “Dari ‘Aisyah, bahwa sesungguhnya Hindun pernah bertanya: Ya
Rasulallah, sesungguhnya Abi Sufyan itu laki-laki yang sangat
bakhil, ia tidak pernah memberi (belanja) kepadaku yang dapat
mencukupi diriku dan anak-anakku kecuali apa yang kuambil
dari hartanya itu, sedang ia tidak mengetahuinya. Kemudian
Nabi saw menjawab: Ambillah apa yang sekiranya bisa
mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang patut”.
(HR. Jama’ah kecuali Tirmidzi).”®

Dalam hadits tersebut, Nabi saw tidak membedakan antara anak
yang sudah baligh atau mengalami cacat. Jadi menutut Hanabilah, yang di
dukung oleh Ibn Qudamah bahwa gugurnya nafkah orangtua kepada
anaknya, jika dalam diri anak tersebut ditemukan kemampuan untuk
bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan dan sudah mencapai usia baligh.
Menurut ulama Hanabilah, anak yang baligh namun tidak memiliki
pekerjaan (padahal mampu bekerja) dianggab seperti anak cacat yang
terhalangi untuk bekerja, atau seperti anak perempuan. Dalam hal ini,
orangtua tetap berkewajiban menafkahi anak baligh yang belum memiliki
pekerjaan karena membutuhkan pertolongan. Maka anak yang sudah baligh

dan tidak memiliki pekerjaan, padahal mereka mampu untuk bekerja

dianggap seperti anak yang cacat sehingga terhalangi untuk bekerja, dalam

26Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, Bustdan al-Akhbar Mukhtasyar Nail al-Awtar,
Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, Penj. Mu’ammal Hamidy dkk,
(Surabaya: PT. Bina llmu, Cet. Ke- Ill, 2001), h. 2465-2466.
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arti lebih melihat kondisi anak (membutuhkan nafkah, meskipun baligh, dan
mampu bekarja).*’

¢) Menurut ulama Malikiyyah, orangtua tetap berkewajiban menafkahi anak
laki-laki sehingga ia baligh dan berkemampuan untuk bekerja, sedangkan
anak perempuan wajib untuk dinafkahi sehingga ia menikah. Maka, anak
laki-laki yang belum baligh dan belum mampu untuk bekerja dan anak
perempuan meskipun sudah baligh namun belum menikah maka mereka
masih mendapatkan nafkah dari orang tuanya.?

d) Dalam bab X (Hak dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak) Pasal 45
ayat | dan Il, dijelaskan: 1). Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik-baiknya Il). Kewajiban orangtua yang dimaksud
ayat | pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
Kewajiban berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua
orangtua putus. Sedangkan dalam Pasal 47 Ayat I, bahwa anak yang belum
mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan
ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut
kekuasaannya.?

e) Kewajiban membiayai anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu
gugur apabila anak sudah mencapai usia dewasa. Dewasa menurut KHI

(Kompilasi Hukum Islam) adalah 21 tahun, dengan catatan anak tersebut

7 Dikutip dari: Marwan, Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Magqasid Al-Syari’ah,
Jurnal IAIN Al-Raniri Volume 13, No 02, Februari 2013, h. 110-111. Jurnal dipublikasikan.

%8 Kholil bin Ishaq bin Musa al-Maliky, Muhtasar Al-‘Alamah Khalil, (Kairo: Darul Hadis,
Cet. Ke-l, 2005), h. 138.

2 Undang-undang Repoblik Indonesia Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 10-
11.
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tidak cacat fisik maupun mental atau belum menikah. Maka dalam hal ini
KHI memberikan batasan dewasa dengan usia 21 Tahun, jika logikanya di
balik, maka seorang anak yang belum berusia 21 Tahun orangtua tetap

berkewajiban memberikan nafkah.*®

* Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98.



BAB Il
PENDAPAT DAN METODE ISTINBATIMAM AL-MARDAWY
TENTANG NAFKAH ORANG TUA KEPADA ANAK YANG SUDAH

DEWASA

A. Biografi Imam al-Mardawy
1. Kelahiran
Nama lengkapnya adalah ‘Ali bin Sulaiman bin Ahmad bin
Muhammad Al-‘Ala’ Al-Mardawy summa Al-Dimasyqy Al-Salihy Al-
Hanbaly. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Mardawy.' Beliau dilahirkan
pada hari senin tanggal 10 Rabi’'ul Awal tahun 817 H/ 1414 M di desa
Mardan (Palestina), dan wafat pada malam jum’ah tanggal 08 Jumadil ‘Ula
885 H/ 1480 M di Salikhiyyah “Damaskus”. Dan dikebumikan dipakuburan
al-Raiidah.?
2. Pendidikan dan Guru-gurunya
Lingkungan pedesaan telah membentuk masyarakat yang sadar
penuh akan pentingnya pendidikan. Termasuk Imam Al-Mardawy yang juga
lahir di pedesaan dan dari keluarga yang terdidik. Ayahnya, al-‘Allamah
Sulaiman bin Ahmad bin Muhammad, Al-°Ala’ Al-Mardawy adalah seorang

ulama besar bermadzhab Hanbaly yang banyak diakui kapasitas

! Syamsuddin Muhammad bin Abd Al-Rohman Al-Sakhowy, Al-Dzau’ Al-Lami’ li Ahl Al-
Qurn Al-Tasi’, (t.t: Daru al-Jil, Juz V, t.th), h. 227. Lihat pula: Syihabuddin Abi Al-Falah Abd Al-
Khayi bin Ahmad bin Muhammad Al-‘Akry Al-Hanbaly Al-Dimasyqy, Syadzarah Al-Dzahab fi
Akhbar man Dzahaba, (Damaskus: Daru lbn Kasir, Cet. Ke-l, 1992), h. 511.

2 Syamsuddin Muhammad bin Abd Al-Rohman Al-Sakhowy, Al-Dzau’ Al-Lami’ i Ahl Al-
Qurn Al-Tasi’, . . ., h. 225. Lihat pula: Muhammad Bin ‘Ali Al-Syatkany, Al-Badr Al-Tali’, (Kairo:
Daru Al-Kitab Al-Isamy, Juz I, t.th), h. 446.

36
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intelektualnya. Pendidikan awalnya banyak didapatkan dari pengajaran
Ayahandanya.

Demi memuaskan dahaga keilmuannya, Imam Al-Mardawy
memutuskan untuk pindah ke kota Madinah. Di sana ia memperdalam
penguasaan ilmu al-Qur’an kepada Al-Syaikh ‘Umar Al-Mujarrad. Setelah
la mempelajari ilmu al-Qur’an ia pindah ke Damaskus pada tahun 838 H,
dan singgah di Madrasah Syaikh Islam Abi ‘Umar di Salikhah Damaskus,
disinilah ia banyak mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa
ulama. Salah satu yang menjadi guru beliau di sana adalah seorang ulama
besar Hanabilah ternama yaitu Al-Syaikh Tagiyuddin bin Qundus Al-Ba’ly
“w. 844 H” (maha guru madzhab Hanabilah pada waktu itu).® Selain
berguru kepada Al-Syaikh Tagiyuddin bin Qundus Al-Ba’ly al-Hanbaly
yang meninggal dunia pada tahun 861 H. Pada tahun 867 H la bergrilia ke
Kairo dan bertemu dengan Al-Qadi ’1zzuddin Al-Kanani al-Hanbaly, setelah
la menetap di Kairo pulang kembali ke Damaskus, lalu pada tahun 875 H la
berhajji. Tidak lama kemudian la menetap di Damaskus sehingga ajal
menjemputnya.* Di samping la belajar dengan guru-guru tersebut, la juga
berguru kepada para ulama-ulama lain, diantaranya:

1) Al-Muhaddis Al-Faqih ‘Ali bin Husin Ibn ‘Urwah Al-Dimasyqy Al-

Hanbaly. la guru bidang ilmu hadits (w. 837 H).

3 Syihabuddin Abi Al-Falah Abd Al-Khayi bin Ahmad bin Muhammad Al-‘Akry Al-
Hanbaly Al-Dimasyqy, Syadzarah, . .., h. 510-511.

* ‘Alauddin Al-Mardawy, Tahqig Nasiruddin bin Su’lGd bin Abdullah, Al-Tangih Al-
Musyba’ fi Tahrir Al-Ahkam Al-Mugni’, (Arab Saudi: Maktabah Al-Rusyd, Cet. Ke-1, 2004), h. 7.
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2) Syihabuddin Ahmad bin Yusuf Al-Mardawy Al-Dimasyqy. la guru
bidang ilmu fikih (w. 850 H).

3) Abu Al-Farj Abd Al-Rahman bin Ibrahim bin Al-Habal Al-Hanbaly. la
guru dalam bidang fikih dan nahwu (w. 866 H).

4) Abd Al-Rohman bin Sulaiman bin Abi Al-Karam Al-Ma’ruf Aba Sya’ar
Al-Hanbaly Al-Maqdisy. la guru ilmu tafsir, hadits, fikih dan nahwu (w.
844 H).

5) Al-Hafidz Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Qaisyi Al-
Dimasyqy al-Syafi’iy. la guru dalam bidang hadits (w. 842 H).

6) Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali, Abt Al-Qasim Al-
Nawiry Al-Qahiry Al-Maliky, guru bidang ushul fikih (w. 857 H).

7) Abt Al-Fath Muhammad bin Abi Bakar Al-Maraghy Al-Syafi’iy. la
belajar hadits di Makkah (w. 859 H).

8) Tagiyuddin Al-Syumuny Al-Hanafy. la guru dalam bidang ushul fikih
(W.872 H).

9) Ahmad bin Ibrahim al-Asyqalany Al-Hanbaly al-ma ruf bi al-1zzuddin
al-Kanany. la guru ketika di Kairo (w. 876 H).

10) Abu Bakar bin Syadzy Al-Hisny Al-Syafi’iy. la guru dalam bidang ushul

fikih (w. 881 H).

11) Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Muflih. la guru bidang ulum

al-syari’ah (w. 884 H).

12) Ahmad bin Abdullah bin Muhammad, Syihabuddin Al-Sijjiny al-

Syafi’iy. la guru dalam bidang Faraidz dan Hisab (w. 885 H)
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13) Abu Al-Ruh Isa Al-Baghdady Al-Hanafy, guru bidang nahwu dan sharof.

14) Hasan bin Ibrahim Al-Sofady Al-Hanbaly, guru bidang nahwu dan
shorof (w. 858 H).

15) Aba Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Karky Al-Hanbaly Al-
Dimasyqy. la membacakan kitab Sahih al-Bukhari dihadapannya (w. 851
H).

16) Al-Muhaddis Abd Al-Rohman bin Yisuf bin Ahmad bin Al-Tokhan. la
guru dalam bidang hadits (w. 845 H).

17) Syihabuddin Ahmad bin Hasan bin Abd Al-Hadi Al-Maqdisy Al-
Hanbaly. la guru dalam bidang hadits (w. 856 H).

18) Al-Hafidz Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Qaisy Al-
Dimasyqy Al-Syafi’iy, yang dikenal dengan Ibn Nasiruddin. la guru
dalam bidang hadits (w. 842 H). Dan lain sebagainya.’

3. Pengakuan Ulama Terhadap Imam Al-Mardawy
Imam Al-Mardawy adalah ulama yang cerdas. Kecerdasannya sudah
mulai nampak sejak kecil. Belum genap berusia tiga belas tahun ia sudah
hafal al-Qur’an. Dengan ketekunan dalam menuntut ilmu, maka tak heran
jika Imam Al-Mardawy akhirnya menjadi seperti apa yang digambarkan

berikut:

® ‘Alauddin Al-Mardawy, Tahqiq Nasiruddin bin Su’dd bin Abdullah, Al-Tangih, . . ., h.
8-9. Bandinkan dengan ‘Alauddin Abd al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawyal-Hanbaly,
Tahrir Al-Manqul wa Al-Tahdhib Ilm Al-Ushul , (Katar: Daru lhya’ al-KutQb al-Misyriyyah, Cet.
Ke-l, Juz I, 2008), h. 30-31. Lihat pula: Syamsuddin Muhammad bin Abd Al-Rohman Al-
Sakhowy, ..., h. 225-226.
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“Beliau adalah sosok yang mengerti permasalahan fikih,
memperhatikan cabang-cabang madzhab, bersimpati terhadap
ilmu ushul, unggul dalam menulis dibanding dengan yang
lainnya, cepat dalam pemahaman, cepat memiliki ide cemerlang
dibanding teman-temannya, aktif dalam bekerja dan
pekerjaannya, dikenal seorang yang menjaga kehormatan, wira i,
hidupnya lebih mementingkan belajar, membersihkan dari
golongan hakim-hakim, terkadang ia kerapkali meninggalkan
(hukum) semula, maka hakim tidak memilki pengaruh disisinya,
tidak angkuh (sombong), penulis yang tidak memandang rendah
(egois) seseorang yang menjelaskan (memberikan) kebenaran
kepadanya ™.

4. Murid dan Karya Imam al-Mardawy

Diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengan Imam Al-

Mardawy adalah:

1) Muhammad bin Ahmad Al-Misily Al-Dimasyqy (w. 872 H).

2) Muhammad bin Muhammad Al-Ja’fary (w. 889 H).

3) Yisuf bin Muhammad Al-Kafarsaby Al-Salikhy Al-Hanbaly (w. 892 H).

4) Muhammad Ahmad bin Abd Al-Aziz Al-Mardawy Al-Hanbaly (w. 894

H).

5) Muhyiddin Abd Al-Qagqir bin Abd Al-Latif Al-Fasy, Qadi Al-Haramain

(w. 898 H).

6 Syamsuddin Muhammad bin Abd Al-Rohman Al-Sakhowy, Al-Dzau’, . . ., h. 227.
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6) Taqiyuddin Abta Bakar bin Muhammad Al-Ajliny Al-Salikhy (w. 899
H).

7) Abd Al-Karim bin Dhahirah Al-Maky (w. 899 H).

8) Qadi Al-Qudah Badruddin Al-Sa’dy Al-Misyriyyah (w. 902 H).

9) Jamaluddin Yisuf bin Abd Al-Hady (w. 909 H).

10) Syihabuddin Al-Askary Mufti Al-Hanabilah bi Al-Damasykus (w. 910

H).

11) Hasan bin ‘Ali bin ‘Ubaid Al-Mardawy Al-Hanbaly (w. 910 H).

12) Ahmad bin ‘Ali Al-Syisyiny Al-Hanbaly (w. 919 H).

13) Abd Al-Wahab bin Muhammad Al-Tarablisy Al-Dimasyqy Al-Hanbaly

(w. 921 H).

14) Musa bin Ahmad Al-Kanany Al-Magqdisy Al-Hanbaly (w. 926 H).

15) Abdullah bin Muhammad Al-Ahshasy (w. 931 H).

16) Ahmad bin Yahya bin ‘Atwah bin Zaid A-Tamimy Al-Najdy (w. 948 H).

17) Sulaiman bin Shodaqah Al-Mardawy.’

la juga termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Tulisan-
tulisannya terekam dalam beberapa kitab yang ia karang sendiri,
diantaranya:
1. Al-Inshaf fi Ma’rifah al-Rajih min al-Hilaf. Merupakan kitab karya
terbesarnya, diselesaikan pada tanggal 16 Syawal 872 H.
2. Al-Tangih Al-Musyba’ fi Tahrim Al-Mugni’ “merupakan ringkasan dari

kitab Al-Inshaf”, (872 H)

33.

’ ‘Alauddin Abi al-Hasan “Ali bin Sulaiman Al-Mardawy al-Hanbaly, Tahrir, . . ., h. 32-
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3. Taskhih Al-Furu’ (ditulis setelah menyelesaikan kitab Al-Inshaf dan
sebelum menulis Al-Tangih Al-Musyba’).

4. Mukhtashar Al-Furi’.

5. Syarah Al-Adab. Kitab ini mensyarahi kitab Mandhimah Al-Al-Adab
karya Ibn Abd Al-Qawy Al-Hanbaly.

6. Tahrir Al-Mangiil fi Tahdzib Ilm Al-Ushal. Di selesaikannya pada
tanggal 24 Syawal Tahun 877 H.

7. Al-Takhbir Syarah Al-Takhrir. Kitab ini berisikan materi ushul fikih.

8. Syarah Qit’'ah min Muhtashar al-tify.

9. Fahrus Al-Qawaid Al-Ushiliyyah.

10. Al-Kuniiz au Al-Husin Al-Mu’addah Al-Wagqi’ah min Kulli Syiddah fi
‘Amal Al-Yaum wa Al-Lailah. Kitab ini berisi tentang al-Adiyyah dan
alairad.

11. Al-Manhal Al-‘Adzab Al-Ghazir fi Maulid Al-Hady Al-Basyir Al-Nadzir
saw dan lain sebagainya.?

5. Metode Istinbat Imam al-Mardawy
Imam al-Mardawy sebagaimana mujtahid lainnya telah melakukan
istinbat hukum Islam. Imam al-Mardawy menjadikan al-Qur’an dan al-
Sunnah sebagai dasar dalam pengambilan suatu hukum. Dalam hal ini,

Imam al-Mardawy seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan

8 Syihabuddin Abi Al-Falah Abd Al-Khayi bin Ahmad bin Muhammad Al-‘Akry Al-
Hanbaly Al-Dimasyqy, Syadzarah, . . ., h. 511. Bandingkan dengan kitab, Muhtashar Tabaqgah
Al-Hanabilah, karya Muhammad Jamil Bin ‘Umar Al-Baghdady, (Bairut Libanan: Daru Al-Kitab
Al-‘Araby, Cet. Ke-l, Juz |, 1986), h. 76.
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dalam menentukan suatu hukum, maka langkah pertama yang harus
dilakukan adalah mencari jawaban dalam nash (al-Qur’an dan al-Sunnah).

Setiap ahli hukum Islam dari keempat Imam Madzhab yang sudah
kita kenal, masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok sebagai sandaran
dan tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Imam al-Mardawy
bukanlah Imam Madzhab yang mempunyai dasar-dasar pokok. Hukum-
hukum Islam yang la istinbatkan bersandar kepada Imam Madzhabnya,
yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai seorang pengikut madzhab
Hanbali, Imam al-Mardawy juga menggunakan metode-metode istinbat
yang lazim digunakan dikalangan madzhab Hanbali.

Thaha Jabir, dalam kitabnya Adab Al-Zkhtilaf dan Abu Zahrah, dalam
kitabnya Tarikh Madzahib al-Fighiyyah, menejelaskan bahwa cara ijtihad
Imam Ahmad Ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam al-Syafi’i.
Ibn Qayyim Al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Ahmad
Ibn Hanbal dibangun atas lima dasar, yaitu:®
1. Al-Nusus dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Apabila telah terdapat

ketentuannya dalam nash tersebut, la berfatwa dan tidak mengambil yang
lainnya, karena itu nash didahulukan atas fatwa sahabat.
2. Ahmad Ibn Hanbal berfatwa dengan fatwa sahabat, la memilih pendapat

sahabat yang tidak menyalahinya (ihtilaf)- (sudah sepakat). Apabila

? Dikutip oleh: Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab, (Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementrian Agama RI, 2012), hal. 102-103. Lihat pula: Rasyad Hasan Khalil, Tarikh
Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, (Jakarta: Taruna Grafica Amzah, Cet. Ke-l, 2011), h. 195-
196
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fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad Ibn Hanbal memilih salah satu
pendapat mereka yang lebih dekat dengan al-Qur’an dan al-Sunnah.

3. Ahmad Ibn Hanbal menggunakan hadits mursal dan dhaif apabila tidak
ada atsar, qaul sahabat, atau ijma yang menyalahinya.

4. Apabila tidak ada dalam nash, al-sunnah, gaul sahabat, riwayat masyhur,
hadits mursal dan dhaif, Ahmad Ibn Hanbal menganalogikan
(menggunakan giyas) dan giyas baginya adalah dalil yang dipakai dalam
keadaan terpaksa.

Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal Madzhab

Hanbali (Imam Ahmad Ibn Hanbal), adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling
utama. Al-Qur’an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada
generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung
nialai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan
diakhiri dengan surah al-Nas.*

Imam Ibn Hanbal sependapat dengan jumhur ulama yang
berprinsip bahwa al-Qur’an adalah sumber dari seluruh ketentuan
syari’ah. Al-Qur’an memaparkan berbagai ketentuan syari’ah, baik
ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun

yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur’an

19 Rahmat Syafe’i, llmu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998), h. 50.
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sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan
rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai
metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.

2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli usal figh, sunnah diartikan sebagai segala

yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur’an, baik berupa
perkataan, perbuatan maupun ketetapannya berkenaan dengan hukum
syara’.11

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama uszl figh
membagi sunah menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir, apabila sunah
itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak
mungkin mereka sepakat untuk berdusta.’? Sedangkan sunah ahad yaitu
sunah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai
derajat mutawatir. Sedangkan hadits ahad itu terbagi lagi menjadi tiga,
yaitu Sahih, hasan, dan dla ’1'f.13

3) Fatwa-fatwa Sahabat

Menurut jumhur ulama usi/, sahabat adalah mereka yang bertemu

dengan Nabi Muhammmad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa

" Pengertian Sunnah memang bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu, yaitu menurut Iimu
Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik perkataan,
perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Figh adalah hukum taklifi yang apabila
ditindakkan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe’i, limu
Usul Figh, h. 60.

12 Asmawi, Perbandingan Usul Figh, h. 67.

3 sahih adalah hadis yang memenubhi lima kriteria, yaitu: (1) Sanad bersambung, (2)
Seluruh perowinya adil, (3) Seluruh perowinya diobit, (4) Sanad hadis itu tidak syaz/ janggal,
(5) Sanad hadis terhindar dari ‘illat. Hasan adalah hadis yang tidak memenuhi syarat ke tiga,
yaitu perowinya tidak dlobit. Sedangkan dlo’if adalah hadis yang tidak memenuhi kelima
syarat hadis sahih. Lihat Asmawi, Perbandingan Usul Figh, h. 68-69.
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bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin,
Ummahatul mu’minin, Ibnu Mas’ud, Ibn Abbas, Ibn ‘Umar, Ibn al‘Asy
dan Zaid bin Jabal.**
4) Hadits Mursal*® dan Dhaif
Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadits mursal dan dhaif
didahulukan atas giyas. Hadits mursal dan dhaif versi Ahmad bin Hanbal
ialah hadits yang bukan berupa hadits batil atau munkar, atau ada
perawinya yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil haditsnya.
Menurutnya, kandungan hadits dhaif adalah orang yang belum mencapai
derajat tsigah, akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika
memang demikian maka hadits tersebut bagian dari hadits yang sahih.®
5) Qiyas
Definisi giyas menurut ulama usizl figh ialah menghubungkan
suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada
nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya

kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.*’

% Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007), h.
64.

 Hadits mursal ialah hadits yang disandarkan oleh para tabi’in langsung pada Nabi
saw dengan tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Lihat Abdul Sattar, IImu
hdis, (Semarang; Rasail Media Graup, Cet. Ke-l, 2015), h.117

16 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, . . ., h. 196.

Y Muhammad Abu Zahrah, Usul Figh, terj. Saefullah Ma’sum, dkk. (Jakarta: Pustaka
Firdaus, Cet.Ke-12, 2008), h.336. Rukun giyas terdiri dari empat unsur diataranya: (1) As/
(pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nas-nya yang dijadikan tempat meng-giyas-kan.
Ini berdasarkan pengertian as/ menurut fugaha. Sedangkan as/ menurut hukum teolog adalah
suatu nas syara’ yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu nas yang
menjadi dasar hukum. As/ disebut juga magis ‘alaih (yang dijadikan tempat meng-giyas-kan),
mahmdal ‘alaih (tempat membandingkan), atau musayabbah bih (tempat menyerupakan). (2)
Furu’ (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya, furu’ itulah yang dikehendaki untuk
disamakan hukumnya dengan asl. la disebut juga magis (yang dianalogikan) dan musyabbah
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Imam Ibn Hanbal menggunakan giyas apabila dalam al-Qur’an
dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi
persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan giyas
dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (furu ) tersebut kepada
sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas (asl), dengan melihat
kesamaan illat, maka hukum firu’ sama dengan hukum asl.*® Klasifikasi
giyas berdasarkan pada:

a) Kekuatan ‘illat yang terdapat pada furu’, dibandingkan pada illat yang
terdapat pada asl dibagi menjadi tiga: (1) giyas awlawi, yaitu
berlakunya hukum pada furu’ lebih kuat dari pemberlakuan hukum
pada asl karena kekuatan illat pada furu’. (2) giyas musawi, yaitu
berlakunya hukum pada furu’ sama keadaannya dengan berlakunya
hukum pada asl karena kekuatan illat-nya sama. (3) giyas adwan,
yaitu berlakunya hukum pada furu’ lebih lemah dibandingkan dengan
berlakunya hukum pada asl.*®

b) Kejelasan illat-nya, dibagi menjadi dua macam: (1) giyas jali, yaitu
giyas yang didasarkan atas illat yang ditegaskan dalam al-Quran dan
sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu
sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuatdugaan tidak ada

illat-nya. Menurut Wahbah Zuhaili, giyas ini mencakup apa yang

(yang diseupakan). (3)Hukm al-asl, yaitu hukm syara’ yang ditetapkan oleh suatu nas. (4) lllat,
yaitu suatu sifat yang terdapat pada as/. Dengan adanya sifat itulah, as/ mempunyai suatu
hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga cabang itu disamakanlah dengan
hukum asl. Rachmat Syafe’i, IImu Usul Figh, h. 87.

¥ Dede Rosyada, Hukum Islam, . . ., h. 143.

2 Amir Syarifuddin, Usul Figih, (Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014), h. 390-391.
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disebut dengan giyas awla dan giyas musawi. (2) giyas khafi, yaitu
giyas yang didasarkan atas illat yang di-istinbat-kan (ditarik dari
hukum asf).?°
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
operasionalisasi metode istinbat, terlebih dulu Imam Imam Ahmad lbn
Hanbal membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nas
(al-ijtihad bi al-nusiis) dan ijtihad dengan selain nas (al-ijtihad bi ghairi al-
nusizs). ljtihad dengan nas, pertama ia melihat nas al-Qur’an, sebagai
sumber tertinggi. Jika tidak menemukan, maka menengok ke Sunnah Nabi
saw. Apabila telah terdapat ketentuannya dalam nash tersebut, la berfatwa
dan tidak mengambil yang lainnya, karena itu nash didahulukan atas fatwa
sahabat. Tentang fatwa sahabat ini sunnah ini ia, la memilih pendapat
sahabat yang tidak menyalahinya (ihtilaf)- (sudah sepakat). Apabila fatwa
sahabat berbeda-beda, Ahmad Ibn Hanbal memilih salah satu pendapat
mereka yang lebih dekat dengan al-Qur’an dan al-Sunnah.
Jika ternyata tidak ada dalam nas, al-sunnah, kaul sahabat, riwayat
masyhur, hadits mursal dan dhaif, Ahmad Ibn Hanbal menganalogikan
(menggunakan giyas) dan giyas baginya adalah dalil yang dipakai dalam

keadaan terpaksa.

2% satria Effendi,M. Zein, Usul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005), h.
141-142.
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B. Pendapat Imam al-Mardawy Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak
yang Sudah Dewasa

Ada dua batasan untuk keadaan anak terkait kewajiban nafkah dari
orang tuanya. Batasan pertama, usia, apakah anak sudah baligh ataukah belum.
Batasan kedua, harta, apakah anak memiliki harta yang mencukupi
kebutuhannya ataukah tidak memiliki harta, sehingga masih bergantung kepada
orang lain.

Ulama sepakat bahwa apabila si anak mempunyai harta walaupun dia
masih kecil, maka tidak wajib bagi ayahnya untuk menafkahinya. Akan tetapi,
ulama berselisih pendapat tentang kewajiban seorang ayah memberi nafkah
kepada anak yang sudah baligh dan mampu berusaha tetapi miskin.

Kewajiban menafkahi tidak hanya kepada istri, tetapi kepada para
kerabat juga wajib, seperti menafkahi anak-anaknya, baik laki-laki maupun
perempuan, hal ini sebagaimana diutarakan Imam Al-Mardawy dalam kitabnya

Al-Insaf; ia berkata:
(<353l 5182 015 05935 151 Gls il 445 328100 o il O )
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Artinya: “Ketahuilah, bahwa menurut madzhab yang sahih: Kewajiban
menafkahi kedua orangtuanya dan seterusnya ke atas, anak-anaknya
dan seterusnya ke bawah dengan cara yang baik, atau sebagian dari
mereka, jika ia (yang wajib menafkahi) dalam kondisi (ekonomi)
yang mampu untuk menafkahi. Begitu juga, wajib menafkahi mereka
yang dalam kondisi miskin berupa sandang, tempat tinggal ”.

2! <Alauddin Aba al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawyal-Hanbaly, Al-Inshaf, . . .,
h. 392.
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Artinya: “Yang dimaksud “anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah”

mencakup anaknya yang sudah besar (baligh), yang sehat, kuat, jika
mereka fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan) .

Dewasa dalam hal ini yaitu mereka yang sudah mampu untuk

mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Ada beberapa mengenai batasa

seseorang itu dikatakan dewasa menurut hukum yaitu sebagai berikut:

1. Hukum perdata

Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa, seseorang itu dikatakan
belum dewasa, apabila mereka belum mencapai umur genap dua puluh satu
tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Sedangkan dikatakan dewasa apabila
seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah.
Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah
dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak
akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.

Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang
mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang
anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah

melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa ketika sudah berumur 21

?2 ‘Alauddin Abd al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawyal-Hanbaly, Al-Inshaf, . . ., h.

393.
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tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab
atas dirinya.
Undang-undang Perkawinan

Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47
ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat
(1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan
orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Artinya dewasa ketika sudah
diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.
Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batas
usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.
Undang-udang Pemilu

Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia
yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, undang-undang no 10
tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19
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ayat (1), “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
mempunyai hak memilih.”, dan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 68, “Warga negara Republik Indonesia yang
pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin
mempunyai hak memilih.”

Dari tiga undang-undang ini memang tidak tertulis secara jelas
mengenai batas usia dewasa, namun di sini disinggung mengenai batas usia
yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan
usia yang di perbolehkan melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini
memberikan suara pada pemilu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
menurut undang-undang pemilu kedewasaan dilihat saat seseorang telah
memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah
menikah.?

6. Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batasan umur belum dewasa dan
dewasa. Hukum Adat hanya mengenal secara isidental saja apakah
seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap
cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan

hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia

2 http://Batas Usia Dewasa Menurut Aturan Hukum di Indonesia — uulgintingg.htm,
diakses pada tanggal, 19 Juli 2017, pukul: 09.00 wib.
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dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam
perbuatan hukum yang dihadapinya itu.**

Pendapat Imam Al-Mardawy tersebut menyebutkan bahwa orang tua itu
masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-
anaknya tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja,
akan tetapi anak tersebut berkeadaan miskin. Sehingga dalam hal ini, pendapat
yang dikemukakan oleh Imam Al-Mardawy bahwa kondisi seorang anak yang
sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan anak tersebut dalam
keadaan miskin maka orang tua masih berkewajiban untuk tetap memberikan
nafkah kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Imam al-
Mardawy menjadikan miskin sebagai syarat, bahwa orang tua masih
mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun
anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa,
berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan miskin) bukankah menjadi
halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Yang dimaksud fakir atau miskin dalam hal ini adalah: Fakir yaitu:
orang yang membutuhkan dan keadaannya lemah, yang tidak bisa dimintai
apa-apa. Sedangka miskin yaitu: sumber kemunduran dimana seseorang itu

tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.”®

2 http://BEDAH HUKUM Kedewasaan Seseorang Berdasarkan Besaran Usia Menurut
Berbagai Ketentuan Hukum.htm, diakses: tanggal 20 Juli 2017, pukul 10.00 wib.

» http://Muhasabah Islami FAKIR DAN MISKIN DALAM PANDANGAN ISLAM.htm,
diakses: tanggal 20 Juli 2017, pukul 10.20 wib.
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C. Metode Istinbat Hukum Imam Al-Mardawy Tentang Nafkah Orang Tua
Kepada Anak yang Sudah Dewasa
Imam Al-Mardawy tidak menyertakan dalil dan metodologi istinbat
hukum atas pendapat yang beliau kemukakan. Tidak ada dalil al-Qur’an
maupun sunnah yang disebutkan, tidak ada metodologi pengambilan hukum
seperti ijmak, giyas, goul sahabat, istihsan, dan ‘urf yang secara terang beliau
sertakan bersandingan dengan pendapat yang beliau kemukakan. Dasar hukum
atas permasalahan nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa, Imam
Al-Mardawy tidak menyertakan dalam kitabnya “Al-Insaf” bagaimana cara
beliau beristinbat. Akan tetapi penulis menjumpai dasar hukum atas kewajiban
orang tua untuk menafkahi anak-anaknya, penulis menjumpai dalam kutib al-
Hanabilah, diantaranya dalam kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah dan Al-
Kafi fi Figh al-Imam Ahmad bin Hanbal karya Abt Muhammad Muwafiquddin
Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jama’ily al-Mugaddasy
al-Hanbaly, mereka menyebutkan bahwa dasar hukum kewajiban menafkahi
keluarga termasuk didalamnya anak-anaknya berdasarkan, pertama al-Qur’an

surat al-Bagarah ayat 233:%°

c S S S B
S G528 Ge8sy 4 5031 Jes

% Ibn Qudamah, Al-Mughni, (Arab Saudi: Daru ‘Alim al-Kutdb, Cet. Ke-lll, Juz 11, 1997),
h. 373. Lihat pula: Abd Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin
Qudamah al-Jama’lly al-Mugaddasy al-Hanbaly, Al-Kafi fi Figh al-lmam Ahmad bin Hanbal,
(Bairut Libanan: Daru al-Kutlb al-limiah, Cet. Ke-l, Juz lll, 1994), h. 238.
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Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut”. (Q.S. al-Bagarah: 233).%’

Kedua dalam beristinbat Hanabilah (termasuk Imam al-Mardawy)

menggunakan dasar hukum al-hadits, yaitu hadits riwayat dari ‘Aisyah:?
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Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a, Hindun Binti Utbah istri Abu Sufyan masuk
menemui Rasulallah saw dan berkata, wahai Rasulallah, sungguh
Abii Sufyan adalah orang yang pelit, la tidak memberiku nafkah
yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari
hartanya itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari
hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf
(tradisi yang berlaku) ”. (Muttafaq Alaih).

Hadits ini menunjukan atas wajibnya seorang ayah memberi nafkah
kepada istri dan anak-anaknya, dan istri berhak menerima nafkah secara syar’i
itu boleh mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhannya (tanpa
sepengetahuan suaminya) apabila tidak melampui batas (kebutuhan). Dan

hadits ini juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami kepada

7 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha
Putra Semarang, 2002), h. 37.

*® Hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak ulama hadits, diantaranya: pertama Imam
al-Bukhari dan Abl Daud dalam kitab Al-Buyid’ dan Al-Nafagah, kedua oleh Al-Nasa’i dalam
kitab Al-Qada, ketiga Ibn Majah dalam kitab Al-Tijarah, keempat oleh Imam Muslim dalam
kitab Al-‘Aqdiyyah, kelima oleh Al-Darami dalam kitab Al-Nikah, Keenam oleh lbn Hiban. Lihat
selengkapnya dalam: Al-Nasbu Al-Rayah, Juz lll, h. 232. Ibn Qudamah, Al-Mughni, . . ., h. 348.

° Muhammad bin Ismail Al-Amiri, al-Shan’any, Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-
Maram, Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Daruss
Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz lll, 2008), h. 167.
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istrinya menurut kadar kemampuan suami. Demikian menurut pendapat

Jumhur.®®

30 Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, Bustan al-Akhbar Mukhtasyar Nail al-Awtar,

Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, . . ., h. 2466.



BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-MARDAWY TENTANG NAFKAH

ORANG TUA KEPADA ANAK YANG SUDAH DEWASA

A. Analisis Pendapat Al-Mardawy Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak
Yang Sudah Dewasa

Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat, sehingga
kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.
Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena pernikahan sangat dianjurkan
oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dengan mensyari’atkan
pernikahan ialah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan. Dengan
demikian jelas pulalah yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjaga,
membesarkan, mendidik sehingga mereka menjadi seorang anak yang shaleh
kelak dikemudian hari dikala mereka telah dewasa adalah orang tuanya.

Legalitas kewajiban seorang ayah dibebani nafkah dalam keluarganya
banyak disebutkan dalam al-Qur’an, salah satu diantara ayat yang
menyebutkan kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam al-Qur’an surat al-

Bagarah ayat 233:
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Bagarah: 233).1

Allah Swt mewajibkan atasnya memberikan nafkah kepada istri adalah
karena adanya anak. Dengan demikian, kewajiban memberikan nafkah kepada
anak adalah lebih utama. Kewajiban ini juga didasarkan pada sabda Nabi saw
kepada Hindun,? istri Abi Sufyan® sebagaimana diriwayatkan oleh Imam

Bukhari dari ‘Aisyah r.a:

! Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha
Putra Semarang, 2002), h. 37.

? Hindun binti ‘Utbah bin Rabi’ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf masuk Islam ketika
fatkhu Makkah (penaklukan kota Makkah) setelah suaminya, Abd Sufyan masuk Islam. Ayah
Hindun yang bernama ‘Utbah, pamannya yang bernama Syaibah dan Saudaranya yang
bernama Al-Walid bin ‘Utbah, ketiganya terbunuh pada saat perang Badar sehinnga tragedi
ini membuatnya merana. Ketika Hamzah terbunuh pada perang Uhud, ia sangat senang sekali,
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Artinya: “Telah menceritakan kepadaku ‘Ali bin Hujr al-Sya’dy, telah
menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin
‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah beliau berkata: Hindun putri
‘Utbah istri Abii Sufyan masuk menghadap Rasulallah saw seraya
berkata: Ya Rasulallah sesungguhnya Abii Sufyan adalah seorang
laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup
kepada saya dan anak-anakku kecuali apa yang saya ambil dari
sebagian hartanya tanpa sepengetahuanya. Apakah saya berdosa
karena perbuatanku itu? Lalu Rasul saw bersabda: Ambillah
olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya
untukmu dan anak-anakmu”. (H.R Imam Muslim).

Seandainya memberi nafkah kepada anak bukan kewajiban seorang
ayah, niscaya Nabi saw tidak akan membolehkan Hindun mengambil uang
suaminya, karena harta seorang Muslim dilindungi oleh Syari’at. Syarat

kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah kondisi

lalu la membelah perutnya- Hamzah- mengambil hati dan langsung menguyahnya kemudian
dimuntahkan lagi karena tidak bisa ditelan. Wafat pada bulan Muharram tahun 14 H. Lihat
dalam: Muhammad bin Ismail Al-Amiri, al-Shan’any, Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-Maram,
Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Daruss Sunnah
Press, Cet. Ke-l, Juz Ill, 2008), h. 167-168.

* Abi Sufyan nama aslinya adalah Shakhr bin Harb bin Umaiyyah bin Abd Syams dan
termasuk pemimpin kaum Quraisys. Masuk Islam pada saat penaklukan Kota Makkah sebelum
istrinya masuk Islam, yaitu ketika la ditangkap pasukan Nabi saw saat penaklukan Kota
Makkah. Lalu, Al-Abbas memberikan jaminan kepadanya, baru kemudian dihadapkan kepada
Rasulallah saw, maka la masuk Islam, wafat pada masa kekhalifahan ‘Utsman bin Affan tahun
32 H. Lihat dalam: Muhammad bin Ismail Al-Amiri, al-Shan’any, Subul Al-Salam, . . ., h. 167-
168.

* Imam Syarafuddin al-Nawawi, Shahih Muslim, (Bairut: Daru al-Ma’rifah li al-Taba’ah
wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, Juz XII, 1999), h. 234.
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keuangannya dalam keadaan baik (tidak dalam keadaan kesulitan ekonomi),
atau dia mampu memperoleh nafkah yang lebih dari kebutuhan dirinya sendiri.

Secara umum sebab seseorang berkewajiban untuk menafkahi, yaitu
disebabkan adanya hubungan keluarga (al-garabah). Seorang ayah wajib
memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu manakala ia tidak
mempunyai ayah. Sebaliknya, anak juga diwajibkan memberi nafkah kepada
orang tuanya, apabila mereka itu tidak mampu atau tidak memiliki harta.

Dari sebab di atas, maka hubungan keturunan dan hubungan kerabat
adalah merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah bagi anak-anaknya.
Oleh karena itu, maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang anak
berhak menerima nafkah dari orang tuanya jika ia dalam keadaan tidak mampu
dan tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi nafkahnya.

Nafkah anak diwajibkan kepada ayahnya. Jika ayah tidak ada, maka
ayahnya ayah (kakek) yang menggantikannya, dan begitulah seterusnya ke
atas. Mengenai syarat pemberian nafkah kepada anak (furu’) atas ayah (ushul)
secara umum ialah sebagai berikut:

1) Adanya orang yang berhak menerima nafkah Ayah.
Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut.
Dengan demikian, tidak wajib memberi nafkah pada orang yang tidak
membutuhkannya. Anggota kerabat itu tidak mempunyai kesanggupan
untuk berusaha dan tidak mempunyai harta untuk kebutuhan nafkahnya

sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

> Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Cet. Ke-1, 2013), h.
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2) Adanya orang yang berkewajiban memberi nafkah.

Menurut kesepakatan seluruh madzhab kecuali Hanafiyyah,
persyaratan orang yang berhak memberi nafkah itu haruslah orang yang
berkecukupan dan mampu. Akan tetapi Hanafiyyah mengatakan bahwa
persyaratan orang yang memberikan nafkah itu harus kaya, hanya berlaku
bagi kaum kerabat yang tidak terletak pada jalur pokok.

3) Disyaratkan harus seagama.

Apabila salah seorang diantaranya muslim dan lainnya non muslim
maka menurut Hanabilah tidak ada kewajiban memberi nafkah. Sedangkan
menurut Malikiyyah dan Syafi’iyyah tidak disyaratkan harus seagama.
Seorang muslim wajib memberi nafkah kepada kerabatnya yang bukan
muslim, sebagaimana halnya dengan nafkah untuk isteri yang beragama
ahlul kitab, sedangkan suaminya seorang muslim. Akan tetapi Hanafiyyah
berpendapat kaitannya dengan ayah dan anak, tidak disyaratkan harus
seagama, sedangkan bila bukan ayah dan anak diharuskan seagama. Dengan
demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang
bukan muslim dan sebaliknya.®

4) (Ushul) memilki harta yang lebih di luar makanannya sendiri dan makanan
istrinya selama sehari semalam.

5) Anak (furu’) dalam keadaan miskin (tidak mampu bekerja), dan di samping
miskin juga disyaratkan harus tergolong kepada salah satu, yaitu:

a. Masih kecil

® Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Figh ‘Ala al-Madzéhib al-Khamsah, (Bairut:
Muassasah al-Shadiqg, Cet. Ke-V, 1960). 401-402.
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b. Berkeadaan lemah
c. Dan berkeadaan gila.’

Berkaitan dengan kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada
anaknya, ulama menyatakan bahwa tidak ada seorang-pun yang ikut
bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban ini bersama seorang ayah.
Karena seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya, dan anak itu adalah bagian
dari dirinya. Sehingga kewajiban ini tidaklah gugur darinya. Oleh karena itu,
menghidupi anaknya merupakan suatu kewajiban baginya, dan kewajiban ini
tidaklah gugur kecuali jika dia (ayah) sudah tidak mampu lagi. Kewajiban
seorang ayah menafkahi anaknya meskipun sudah dewasa, akan tetapi anak
tersebut tidak mampu bekerja atau belum meiliki pekerjaan, maka ayah
berkewajiban menanggung nafkahnya, sebagaimana pendapat Imam Al-

Mardawy dalam kitabnya Al-Insaf:
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Artinya: “Wajib atas seseorang menafkahi kedua orang tuanya, anak-anaknya,
istrinya, dan hamba sahanya dengan cara yang baik, apabila
mereka (dalam kondisi) miskin, dan wajib seseorang menafkahi
mereka dari harta yang ia miliki. Begitu juga, wajib menafkahi
seluruh ayahnya (dan garis keturunan) ke atas, dan keturunannya
(anak-anaknya dan seterusnya) ke bawah .

7 www. Darulhasani.com. Diakses 07 - 04 - 2017 pukul 08.17 wib.
® ‘Alauddin Abd al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawy al-Hanbaly, Al-Insaf, (t.t: Daru
Ilhya’ al-Turats al-‘Araby, Juz IX, t.th), h. 392.
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Termasuk yang wajib dinafkahi seorang adalah bapaknya, kakeknya
dan seterusnya ke atas. Serta anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah.

Dalam kitabnya la menjelaskan:
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Artinya: “Ketahuilah, bahwa menurut madzhab yang sahih: Kewajiban
menafkahi kedua orang tuanya dan seterusnya ke atas, anak-
anaknya dan seterusnya ke bawah dengan cara yang baik, atau
sebagian dari mereka, jika ia (yang wajib menafkahi) dalam kondisi
(ekonomi) yang mampu untuk menafkahi. Begitu juga, wajib
menafkahi mereka yang dalam kondisi fakir berupa sandang, tempat

tinggal .
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Artinya: “Yang dimaksud “anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah”
mencakup anaknya yang sudah besar (baligh), yang sehat, kuat, jika
mereka fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan) .

Pendapat Imam Al-Mardawy tersebut menyebutkan bahwa orang tua itu
masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-
anaknya tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja,
akan tetapi anak tersebut berkeadaan fakir. Sehingga dalam hal ini, pendapat

yang dikemukakan oleh Imam Al-Mardawy bahwa kondisi seorang anak yang

sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan anak tersebut dalam

° ‘Alauddin Abd al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawyal-Hanbaly, Al-Insaf, . . . ,h. 392.
19 “Alzuddin Abd al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawyal-Hanbaly, Al-Insaf, . . ., h.
393.
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keadaan fakir maka orang tua masih berkewajiban untuk tetap memberikan
nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, Imam al-
Mardawy menjadikan fakir sebagai illat, bahwa orang tua masih memiki
kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya
sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa, berakal sehat, kuat,
dan mampu, asalkan berkeadaan fakir) bukankah menjadi penghalang bagi
seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

Maka, dari pemaparan di atas bisa di tarik benang merah, bahwa Imam
Al-Mardawy dalam masalah nafkah seorang ayah kepada anak-anaknya, la
memberikan batasan dengan menggunakan fakir (keadaan yang tidak memiliki
harta dan pekerjaan), penulis sependapat dengan Imam Al-Mardawy yang
mengatakan, bahwa seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya
meskipun sudah dewasa baik laki-laki maupun perempuan, berakal sehat, kuat
dan mampu bekerja, akan tetapi dalam keadaan fakir. Pendapat ini la pegang
karena menurutnya seorang anak dalam kondisi seperti ini masih
membutuhkan dan berhak menerima nafkah dari orang tuanya yang kaya
seperti halnya jika ia sakit atau lemah mental atau fisik. Perlu di catat, bahwa
anak tersebut bukanlah anak yang memang malas untuk bekerja, dalam artian
memang mereka benar-benar dalam keadaan fakir yang membutuhkan nafkah.

Terkait pendapat Imam Al-Mardawy, jika ditinjau dari sisi orang tua,
maka mendatangkan kemadhartan, karena tidak terdapat batas maksimal
tanggung jawab orang tua. Namun ditinjau dari sisi anak, tentu mereka

diuntungkan, karena meskipun mereka mampu, sehat fisik dan non fisik, dan
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kuat untuk bekerja akan tetapi mereka fakir mereka masih bergantung kepada
orang tuanya.

Namun demikian ada juga sisi negatifnya bagi orang tua maupun bagi
anak, di mana dengan berpegang pendapatnya Imam Al-Mardawy, orang tua
tidak memilki batas maksimal dalam menafkahi anaknya, karena
pertimbangannya berdasarkan kebutuhan. Maka sangat sedikit peluang bagi
orang tua untuk melepaskan diri dari kewajiban nafkah mengingat sifat relatif
kebutuhan, dan dapat berlangsung lebih lama sehingga merugikan orang
tuanya. Sedangkan ditinjau dari segi anak tidak termotifasi untuk mandiri
sehingga mereka tetap tidak siap untuk mengemban beban kehidupan, padahal
anak-anaknya sudah baligh dan berbadan sehat.

Demikianlah hasil analisa penulis terhadap pendapat Imam Al-
Mardawy tersebut. Menurut penulis, pendapat Imam Al-Mardawy sangatlah
logis, dan tidak bertentangan dengan syari’ah. Alangkah baiknya Kkita
menyimak apa yang dikemukakan Imam al-Ghazali dalam Kkitab 7hya’
Ulamuddin mengenai etika tentang keadilan dalam nafkah. Menurut al-
Ghazali, “maka tidak selayaknya suami bersikap kikir dalam memberi nafkah
kepada keluarganya, akan tetapi juga jangan bersikap israf (berlebihan), namun
hendaklah bersikap sedang.'! Allah Swt dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 31

memberikan gambaran sebagaimana berikut ini:
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1 Dikutip oleh: Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, penerj, As’ad Yasin,

(Jakarta: Gema Insani Press, lilid I, 2008), h. 675.
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Artinya: “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah
tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (Q.S. al-A’raf: 31).%

. Analisis Metode Istinbat Imam Al-Mardawy Tentang Nafkah Orang Tua
Kepada Anak yang Sudah Dewasa

Sebagaimana yang penulis singgung dalam bab tiga, bahwa Imam Al-
Mardawy, dalam kitabnya tidak menyebutkan secara terang metode istinbat
apa yang telah ia tempuh sehingga menghasilkan produk hukum. Hal itu
maklum diketahui karena memang kekhasan kitab-kitab pada masa itu ditulis
dengan asumsi pembaca yang cerdas, yaitu pembaca yang telah kaya dengan
pembendaharaan dalil al-Qur’an, hadits, maupun metode istinbat. Jadi, para
pembaca seolah hanya mengafirmasi pengetahuan yang sebelumnya telah
mereka miliki. Hal inilah yang menjadi tantangan pembaca berikutnya yang
tidak memenuhi kualifikasi di atas untuk mengetahui dan menganalisa metode
apa yang diterapkan imam tersebut dalam setiap pendapatnya.

Istinbat sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum. Jalan istinbat ini
memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari
dalil. Cara penggalian hukum dari nas dapat ditempuh dengan dua macam
pendekatan, yaitu pendekatan lafal (turuq al-lafziyah) dan pendekatan makna
(turuq al-ma’nawiyah). Pendekatan lafaz ialah penguasaan terhadap makna
dari lafaz-lafaz nas dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui

dalalahnya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum

2 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, . .., h. 154.
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bukan kepada nas langsung, seperti giyas, istihsan, maslahah mursalah, dan
lain-lain.

Berdasarkan hasil pengamatan, pembacaan penulis menyimpulkan
bahwa dalam beristinbat, Imam al-Mardawi menggunakan beberapa dasar
hukum diantaranya:

1. Al-Qur’an

a. Surat al-Bagarah ayat 233:**
d)fib Fe5aSs Qéﬁ)) AT Jes

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut”. (Q.S. al-Bagarah: 233)."

Dalam Tafsir Ibn Hatim disebutkan bahwa yang dikehendaki ala

al-madlid lah ialah:
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Artinya: “Abu Zur’ah telah menceritakan kepada kami, Yahya bin
Abdullah bin Bukair telah menceritakan kepadaku, Ibn
Lahi’ah telah menceritakan kepadaku, ‘Atd’ bin Dinar dari
Said bin Jubair yang dimaksud “ala al-mauliid lah” adalah
seorang ayah yang memiliki anak. Begitu pula yang
diriwayatkan dari Mugatil bin Hayyan, Al-Dhahdk, Al-Rabi’
bin Anas dan Al-Sairi”.

 Ibn Qudamah, Al-Mughni, (Arab Saudi: Daru ‘Alim al-Kutab, Cet. Ke-lll, Juz 11, 1997),
h. 373. Lihat pula: AbG Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin
Qudamah al-Jama’lly al-Mugaddasy al-Hanbaly, Al-Kafi fi Figh al-lmam Ahmad bin Hanbal,
(Bairut Libanan: Daru al-Kutib al-llmiah, Cet. Ke-I, Juz Ill, 1994), h. 238.

Y Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, . . ., h. 37.

> Al-Razi Ibn Abi Hatim, Tafsir Al-Qu’an Al-Adhim Li Ibn Abi Hatim, (Arab Saudi:
Maktabah Nizar Mustafa Al-Baz, Juz Il, Cet. Ke- 1ll, 1419 H), h. 429.
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Senada dengan pendapat Ibn Hatim di atas, Wahbah Al-Zuhaily™®
dan Ibn Kasir dalam tafsirnya berpendapat, bahwa yang dikehendaki
dalam ayat di atas ialah kewajiban atas orang tua menafkahi anak-
anaknya dengan cara yang patut (ma ruf), dalam artian menafkahi seperti
nafkah yang berlaku bagi semisal mereka di Negeri yang bersangkutan
tanpa berlebih-lebihan. Hal ini disesuailan dengan kemampuan
ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, dan ada pula
yang miskin."’

b. Surat al-Talaqg ayat 7:
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Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah
menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya,
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan
(sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah
kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.
(Q.S. al-Talaq: 7).

Sedangkan yang dimaksud (al-ma’ruf) dalam ayat di atas,
menurut Yusuf Qardhawi ialah, bahwa pemberian nafkah bagi orang desa

tidak sama dengan memberi nafkah yang ma’ruf bagi orang Kota.

'® Wahbah Mustafa Al-Zuhaily, Tafsir Al-Munir fi Al-Aqgidah wa Al-Syari’ah wa Al-
Manhaj, (Damaskus: Daru Al-Fikr, Cet Ke-ll, Juz I, 1418 H), h. 357. Lihat pula dalam halaman
364.

7 lbn Kasir, Tafsir Al-Qur’an Al-Adhim Li Ibn Kasir, (t.t: Daru Taibah, Juz |, Cet. Ke-ll,
1999), h. 634.

8 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, . . ., h. 559.
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Demikian pula nafkah yang maruf bagi orang kaya, sesuai dengan
tingkat masing-masing, tidak sama dengan nafkah yang ma ruf untuk
orang fakir, dan nafkah yang ma ruf bagi orang yang status sosialnya
tinggi tidak sama dengan nafkah yang ma’ruf bagi orang yang status
sosialnya rendah. Maka menurutnya, yang dikehendaki dalam ayat
tersebut bukan merupakan batas dan ukuran, akan tetapi menunjukan
situasi dan kondisi.'®
2. Hadist

Hadits riwayat dari ‘Aisyah:20
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Artinya: “Dari ‘disyah r.a, Hindun Binti Utbah istri Abu Sufyan masuk
menemui Rasulallah saw dan berkata, wahai Rasulallah, sungguh
Abu Sufyan adalah orang yang pelit, la tidak memberiku nafkah
yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil
dari hartanya itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari
hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan
‘urf (tradisi yang berlaku)”. (Muttafaq Alaih).

9 yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, . . ., h. 681.

% Hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak ulama hadits, diantaranya: pertama Imam
al-Bukhari dan Abi Daud dalam kitab Al-Buyiz’ dan Al-Nafagah, kedua oleh Al-Nasa’i dalam
kitab Al-Qada, ketiga Ibn Majah dalam kitab Al-Tijarah, keempat oleh Imam Muslim dalam
kitab Al-‘Aqdiyyah, kelima oleh Al-Darami dalam kitab Al-Nikah, Keenam oleh Ibn Hiban.
Lihat selengkapnya dalam: Al-Nasbu Al-Rayah, Juz 111, h. 232. Ibn Qudamah, Al-Mughni, . . .,
h. 348.

! Muhammad bin Ismail Al-Amiri, al-Shan’any, Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-
Maram, Penerj. Ali Nur Medan dkk, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Daruss
Sunnah Press, Cet. Ke-1, Juz 111, 2008), h. 167.
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Hadits ini menunjukan atas wajibnya seorang ayah memberi nafkah
kepada istri dan anak-anaknya, dan istri berhak menerima nafkah secara
syar’i itu boleh mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhannya
(tanpa sepengetahuan suaminya) apabila tidak melampui batas (kebutuhan).
Dan hadits ini juga dijadikan dalil tentang ukuran pemberian nafkah suami
kepada istrinya menurut kadar kemampuan suami. Demikian menurut
pendapat Jumhur.?

Menurut hemat penulis, nampaknya pendapat Imam Al-Mardawy
tentang  kewajiban seorang ayah menafkahi anak-anaknya ini dapat
dipahami manakala menegembalikan posisi atau kedudukan nafkah yang
merupakan suatu kewajiban bagi seorang laki-laki (ayah) dalam kehidupan
keluarga, atau dapat dikatakan bahwa hukum asal dari kewajiban nafkah itu
ada pada pihak laki-laki (ayah). Kemudian ayah dalam hubungan keturunan
(nasab), demikian juga yang meliputi nasab ayah (kakek dan seterusnya ke
atas).

Hal tersebut senada atau sejalan dengan kaidah fighiyyah yang

berbunyi:

B o8 Je & s i

Artinya: “Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumya .

Kaidah ini menandaskan, bahwa suatu perkara yang telah berada pada

suatu kondisi tertentu di masa sebelumnya, akan tetap berlaku seperti kondisi

2 Syaikh Faishal bin Abd al-Azizi, Bustan al-Akhbar Mukhtasyar Nail al-Awtar,

Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, . . ., h. 2466.

> Moh Adib Bisri, Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah, (Kudus: Menara Kudus, 1997), h. 9.
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semula, selama tidak ada dalil yang menunjukan terhadap hukum lain. Alasan
utama mengapa hukum yang pertama harus dijadikan pijakan, yaitu karena
dasar sesuatu adalah tidak berubah atau tetap seperti sediakala.**

Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung
jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya, baik
fisiknya maupun psikisnya. Salah satu wujud perlindungan orang tua terhadap
anaknya yaitu kewajiban untuk mendidik, memberi nafkah berupa pangan,
sandang serta tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Karena, semua itu
bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup anak-anaknya, dan juga untuk
mencegah atau menolak bahaya yang mungkin akan menimpa anak-anaknya,
jika tidak dipenuhi kebutuhan nafkahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam
kaidah fighiyyah:

IS 51, £l e
Artinya: “Bahaya harus ditolak semampu mungkin ”.

Kaidah ini menandaskan bahwa segala macam bahaya, jika
memungkinkan harus sesegera mungkin ditangkal secara totalitas. Akan tetapi
jika tidak bisa, maka cukup ditolak semampunya saja, sesuai dengan kadar
kemampuan yang dimilikinya. Ketentuan ini berdasarkan konsep dasar fikih,
bahwa setiap taklif syari’ah harus disesuaikan dengan kadar kemampuan
mukallaf untuk melaksanakannya. Hal itu senada dengan seruan al-Qur’an

dalam surat al-Bagarah ayat 286:

** Abdul Haq dkk, Formulsi Nalar Fikih, Telaah Kaidah Fikih Konseptual, (Surabaya:
Khlitsa, Komunitas Kajian llmiah Lirboyo, 2006), h. 148.
%> Abdul Haq dkk, Formulsi Nalar Fikih, Telaah Kaidah Fikih Konseptual, . . ., h. 148.



71

d w
C//,;g M T A N

225 N

%.
L

\p—

-

Artinya: “Allah Swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya . (Q.S al-Bagarah: 286).%

Jika ditinjau dari segi tujuan kewajiban nafkah tadi, hal tersebut telah
sesuai dengan maksud yang dikandung dalam magqasid al-syari’ah yaitu untuk
menghilangkan kemadharatan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima
unsur pokok yaitu dari maqgasid al-syari’ah (menjaga agama, jiwa, keturunan,
akal, dan harta) agar menjadi lebih baik lagi untuk itu dapat dilihat dari ruh
syari’ah dan tujuan umum agama Islam yang hanif.

Sampai disini penulis dapat menyimpulkan bahwa metode istinbat yang
digunakan Imam Al-Mardawy berkaitan dengan permasalahan kewajiban
nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa, bahwa ia beristinbat dengan
menggunakan al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 233 dan hadits Nabi yang

diriwayatkan oleh ‘Aisyah.

*® Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, . . ., h. 49.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang kewajiban orang tua
menafkahi anaknya yang sudah dewasa menurut Imam al-Mardawy, maka
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Al-Mardawy berpendapat, bahwa anak yang sudah dewasa, berakal
sehat, kuat, namun berkeadaan fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan),
maka seorang ayah tetap berkewajiban menafkahinya. Berkaitan nafkah,
Imam al-Mardawy tidak mengukur dengan menggunakan batasan usia,
namun Imam al-Mardawy menggunakan batasan fakir. Jadi Imam Al-
Mardawy menjadikan fakir sebagai illat, bahwa orang tua masih
berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-
anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa, berakal
sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan fakir) bukanlah menjadi
halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

2. Metode istinbat Imam al-Mardawy dalam permasalahan nafkah anak yang
sudah dewasa. la berpijak dengan al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 233 dan
hadits Nabi saw yang berstatus sakhih, yang mana hadits tersebut
diriwayatkan oleh banyak perowi hadits, diantaranya Imam al-Bukhari dan

Muslim.
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B. Saran-saran

Bagaimanapun dan apapun pendapat dari seorang ulama, layak menjadi
pertimbangan dan perlu menjadi perbendaharaan dalam hazanah hukum Islam,
sehingga kita tidak terjebak pada sikap ta 'ashub (fanatik) dan taglid pada salah
satu pendapat saja. Apalagi sampai mema’sumkan para Imam mereka, dan
menganggap bahwa yang dipilihnya adalah yang paling benar.

Hasil penelitian ini perlu tidak lanjut untuk menunaikan hasil yang
maksimal agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan
maksud bahwa dapat berkurangnya kondisi di mana maraknya kelalaian
seorang ayah dalam memenuhi nafkah kepada anak-anaknya.

Bagi calon suami istri, perlu pertimbangan sebelum melangkah ke
jenjang pernikahan, sebab diperlukan kesiapan yang matang untuk mengemban
tanggung jawab agar terciptanya tujuan dari pernikahan.

Kepada pemerintah pusat maupun non pusat untuk lebih meningkatkan
program pembinaan bagi masyarakat luas terkait dengan pernikahan khususnya

kewajiban dan hak antara suami istri dan anak-anaknya.

C. Kata Penutup
Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta
alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-
lebih kenikmatan memperoleh llmu yang insya Allah penuh barakah dan
manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

tulisan yang sederhana ini.
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Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih
ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap
berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya
serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt,
kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon

petunjuk dan pertolongan.
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